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KATA PENGANTAR

Pengelolaan hngkungan hidup di Indonesia perlu diperhattkan dan bukan
hanya masalah para pemimpin negara inl, melainkan permasalahan kita bersama
untuk ban depan bangsa dan genarasi mendatang. Pencomaraa danfatau perusakan
lingkwngan hidup masih terjadi begim banyak di Indonesia. Disamping itw, dalam
penegakannya dinilat sangat kompleks, UUD 1945 sebapai konstitusi dasar negar
ini, mengatwr mengena: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk
sefiap manusia, Penpaturan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat tidak hanyz terdapat pada konstitusi saja, melainkan juga diatur dalam UU
No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Linpkunpan Hidup serta UG No. 32
Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, [Pemahaman terhadap hak atas
lingkunpan hidup vang baik dan sehat miasih belum dimengenti oleh masyarakat.

Penepakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan linghongan hidup
belurn memberikan kontribusi wupud nyata dari aparat penegak hukun lingkungan
kepidanaan, Sankst pidana yang telah diatur di dafam DU Ne. 23 Tahun 1997
tentang, Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) hanya menjadi hiasan sebuah
peraturan perundang-undangan. Oleh karena i furgsi dari penpgaturannya belum
memberikan arti penting vang memiliki makna. Hal tersebut dikarenzkan
banyakpy: problematika dalam melakukan penerapan serta penegakannva.
Dengan demikian, digunakantah judul “Penerapan Sankst Pidana dalam UU No.

23 Tahun 1997 tentang Pengelolzan Lingkungan Hidup.”
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BAB 1

PENDAHULUAN



BABI]

FPENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalak dan Perumunsan Masalah

Masatah lingkungan saat ini bukan lagi memjadi masalal nasional,
melainkan sudah meajadi masalah internasional. Hal ini ditandai dengan adanya
Deldarasi Stockbolm pada Tahun 1972, Linphunpan menipakan masalah wtama
dan menjadi permasalahan infernasional. Dengan keadaan sepetti ini, masik
banyak terjadi pencemaran dan/atau perusakan linpkungan hidup kbususnya di
[ndonesia. Salah satunya adalah pencemaran Teluk Buyat, Minahasa Selatan,
Sulawvesi Uara.

Pencemaran hingkungan hidup pertama kali terjadi pada 1ahun 1953-1960",
vakni tegadi pencemaran lingkumpan akibat limbah industrd, dan dampak
pencemaran tersebut mulal dirasakan dengan timbulnya berbagat penyakit, seperti
penyakit Minamata dan froi-itai yang terjadi di Jepang. Afingmmada adalah nama
teluk yang berada di Jepang, tempat lerjadinya pencemaran limbah yang di
akibatkan bocomya kapal tanker vang bermuatkan minyak dan akhimya meluber
ke permiran Teluk Minamata. Dalam sejarah pencematars di Jepang terdapat 4
(empat) kasus, yakpi: kasus ftai-itai (pencemaran kadmiwm), kasus Minamata
(Niigata), Kumamoio (keracunan mercuri) serla kasus pencemaran udara di

Yokkaichi® Kasus frar-itar telah terungkap pada tahun 1910 di kawasan Topama

' Linat Handry Satriago, Himgpeenan Istilak Finghungan Uk Manijemen, Perisiiva
Dalam Feu Linghungas, Gramedia Pustake Utama, Jakana, 1996, b 132,

* Suparto Wijeyo, Kotak-katth Keta Nekropolitan, Airlangga University Press, Surabaya,
2005, h 154,
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City, Namun, baru 38 tahun kemodian (1968) penyakit frer-itad diyakine oleh
Ministry of Heolth and Welfare Jepang sebagan pemyakit yang tmbul aksbat
pencemaran Kadmium, Canang kegawatan lingkungan telah terjadi di Jepang
dengan terjadinva kasus frai-itodf. Di tahun 1965 telah tegadi tragedi Minamora
yany mengakibatkan penduduk menpalami penyakit kuht yang mengenaskan, dan
di tahun 1969 kasus AMinamara kembali terjadi di Teluk Kumamoto,”

Dari kejadian di atas, dibawalah permasaiahan tersebut ke tingkat
imternasional. Dengan diadakan pertemuan [nired Nations Conference on the
Human Ervironment, suats konferensi mtemasional penlama yang membahas dan
memjadikan masalab lingkongan menjadi masalah global. Selamuinya dibuka pada
tanggal 5 Jumi 1972 di Swedia, yane selanjutnya diperingan sehapai Har
Lingkungan Hidup Sedunia.*

Sebelum dilaksenakan periemuan internasionzl yang membahes masalah
lingkungan hidup, di tabun 1962 muncul sebuah buku kanngan Rachel Carson
yang berjudul Sifens Spring.” Buku tersebut diangpap yanp perama kah memukl
canang kegawatan hngkungan hidup akibat pengpunaan bahan kmiz yang
melampaw batas-batas yang tidak dapat ditolelic Gambaran terseban, dekade
sekarang dilukiskan dengan sebuxh reahita yang cukup menelarjang publik. Para
industriawan dan para petani dalam menggunakan dan mengkonsums: bahan-
bahan kipua & Indonesia. Alangkah hebat dan penuh kKejiwaan untuk

menggunakan bahan-hahan kimia secara besar-besaran, Tidak memikirkan dalam

* hid b 155
* Hendry Satriago, ep-ciz, h 132,

* hid.



ikut meajaga dan melestarikan ingkungan hidup, yang terpenting dalam lintas
akal pikir hanya bagaimana panennya cepat dan hasilnya bagus entah apapun
caranya.

Dari gambaran sekilas mengenai pennasalahan awal linglkungan hidup di
atas, Indonesiz dalam menangani permasalahan lingkungan hidup masih dinilai
sangat lemah dan miskin akan pengetahuan ilmu lingkungan, Likat dan cermat
olah pikir penduduk bangsa ini dalam memproduksi sampah, cara membuka lahan
pertanian atau perkebunan di hatan, cara menangkap ikan, kegiatan-kegzatan yang
memiliki dampak pencemaran danfatau perssskan lingkungan hidup Pemikiran
atas jiwa kepemilikan lingiungan hidup yang baik dan sehal masih minim
dimiliki dan dijiwai oleh penduduk bangsa i, Sungai Batito melszp bukan
karena aimya pasang telapn digenangn kayu-kayw hasil penebangan pohon secara
Hiar, begitupun juga persirar di berbagai teluk di Indonesia telah berubzh menjadi
tempat pembasangan akhir limbah-limbah industi yang tidak terkendali. Salah
sat contoh adalah Teluk Buyat Hal im dapat dicermati dengan pemabaman atas
pengaturan hak atas lingkungzn hidup yang baik dan sehat yang sebagaimana
diatur dalamn Pasal 28 H aya (1) UUD 1945, bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahicra Jahir batin, berfempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidep yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesshatan,

Pengaturan hak afas Iimgkungan hidup vang baik dan sehat tidak hanya
terdapat di dalam Pasal 28 H ayat (1} UUD 1945, tetapi jupa ditegaskan di dalam

Paszal 5 ayat {1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



(LM/PLH)Y, dan Pasal 9 ayat {3) UU No. 39 Tazhun 1999 tentang Hak Asasi
Manunsia (LTUHAM), yakni sebagai berikut:

Pasal 5 ayat {1} UL} No. 23 Tahun 1997, bahwa:

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kingkunigan hidup vang baik
dan schat.

Pasal 9 ayat (3} UU No. 39 Tahun 1999, bahwa.
Setap orang berhak atas lingkungan hiduep yang baik dan schai,

Dengan dizturnys hak atas lingkungan bidop yang baik dan sehat, maka
setiap orang berhak atas lingkengan hidup vang baik dan sehat Hal ini
menandakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehai merupakan kebutwhan
primer safiap manusia_ Jika kondisi hmgkungan hidup muial ridak baik dan penuh
dengan pencemaran danfatau perusakan, manusia tidak akan mampu beriahan
hidup dengan kondis tubuh yang sehat. Sebagian besar kehidupan manusia sangas
menggantungksn linglungan hidop. Manusia seliap hari memerivkan oksigen
untuk bernafas, air sisdah menjadi kebutuhan utama daiam kehidupan manusia.
Jika air dan wdara tzreemas, apa yang dapal diperbusl oleh manusia dalam
menjalan sisa kehidupan ini. Dani keadaan sepertt i, di Indonesia masih menjad:
wacana belum mennju  langkah  aksi wujudnyata  dalam  melakukan
penanggulangan terjedinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Lihatlah permasalahan pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup di
Indonesia mulai masglah repot-repot bersama PT. Freeporl yang hampir
menghabiskan mahkota gunung Ersherg-Garsherg beserta isi kandungan alam

hingga ragedi PT. Newmont Minahasa Raya dengan mengorbankan Teluk Buyat
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sebagat wadaly air liar maut {Jiinbah) pencemaran linpkungan hidop di Sulawesi
Uiara. Kini kasus Buyvai disamapersepsikan dengan trapedt Misamata di Jepang,
Aparat penepak hokum bmphusgan i lndenesia daliser menangans
macalah pencemaran danftan perusaben linghungan hdup tecbilang sangpart
lambat hahkan kompleks sehinpea  tidak  meschasilkan sesunty. Cermati
permasalihan pencemaran Teluk Bouyat sahun MEM laly, hingge scharang
permasalaghannyva sangeat Lompleks. Helum lam permasalabon ffeeaf [ ogme vane
kran kari kiar mamk kasaseya dan st Sompleks elume menumukkan tanda-
tanda keberhasiian menanekap perusak hitan. Bhka hal tersebud pada permasaiaban
nasionpl,  sekaranp  lihatlab  permasalaban vamyr terjadi dif kota Pablawan
(Hurabaval Heet rurminva menangkan penpahat linpkunean vang menceman
Kali burabava dan Kalunas. Masatah persampaban belum menjadi priorijas ulaima
A kota Surabava, Masih terdapal tenpukan smnpab-sampeh lokad di berbags
sudut kota patiliowan tersebid, Sunpa-sungar masih menggenany dengan sarmpah
vang, dibwing gleh masyarakal Swabaya Danvak dan mash banyah penmasalahan
poaceituan dityatan porusakan hnghuipan hidap yang sedang saangalic decs di
Dot Indonesia. Akan totp belwn moendipat eaksn copst dinl apanaf peocyish
hukeun Linghungan Keadaua terscbot mensndakan banws Xwangnya kepedulian
atis linghungan hidep yang baik dan schat serta kurangmya peniahaman i
lingkungan ferhadap masyarakat Indoncsia sendin. Moskipan dalaim konstitusi
regrrea ne (LIUTDY 1945 hipgea LIUIPLIT dae TTUIHAN telah detur bak atas

lingkunean hidup vang bouk dan achat, akan tetapn mash bamyak vang kurang



mengerti dan memahami arti penting hak asasi terhadap kepemilikan linglangan
hidup yang baik dan sehat.

Masalah lingkungen dapat dipecahkan secara lintas disiplin ilmu®
sedangkan penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu aspek yang terdir

atas:’

l. penegakan hukuro lingkungan administratif;
2. penegakan hukum lingkungan kepidanaan; dan

3. penegakan bukum lingkungan Keperdataan.
Dar ketiga sarana penegakan hukum di atas, dalam penubisan fni tidak akan dikaji
semua Penegakan hokum lingkungan kepidanaanlah yang akan dikaji dalam
penutisan ind. Pada prinsiponya, penegekan hukum lingkunpgan adminsteatif
mempuiyai peran datam mengendalikan dan mencegah terjadinyz pencemaran
lingkungan hidup.® Langkah yang akan ditempith dalam kajian penegakan hukumn
lingkungan administratif adalah mencegah dan menanggulangi pencemaran
danfatay perusakan lingimngan hidup dari sarana sanksi administratif dan
pengawasan yang memiliki sifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan
perundang-undangan lingkungan (Misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri
Penindusinian, Kepunisan Gubernur, Keputusan Walikota, dsb.). Hal ini lain
dengan kajian penegakan hykum lingkungan keperdataan, karena aspek ganti rugi

bagt korban pencemaran akibat perbuaian melanggar hukum oleh pencemar yang

* Arinmkti Raherdjo, Peronseric Makasisva Dalom Pengeloloan Linghkungon Untuk
Mewnjudkan Fembangunon Berkelanjnion, Karya Tulis Mahasiswa ([), Surabaya, 2004, k. |

? fbid, Libst Siti Sundari Rangluti (1), Hudum Lingkungen dor Kebifoksanaan
Linghungan Nasional, Airianggs University Press, Sarabaya, 2005, h. 214

* Ariomalcti Rahardjo (1), fbid, b 2
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menfudt aciannya, Sedapghan  padys sarpea penepakan hukun ogkunpan
Lepidanaan, obyek kaponnya ada pady pencemar danutaw perasak linghungan
Ladupr yang di dalin ponepakanya memiliki sifat represif.

Dari ketiga sarana  penepakan hukum lingkungan di atas, dalam
pencgakannya di Imdonesia belum mepumjukhan hast yang memuaskan dan
konknt  Mahkan dimitas sarpar kompleks, terbebti dengan hanyaknya kasus
tnpkungan yang  belum diselesaikcan denpan baik, salabh  satunya koasus
percemaran Teluk Puvat vang menvita perhatian pubhk. Untek melakukan
penegakan hukgm linpkunpan, ampek mama ada pada pava aparatur penepak
hukum lingkunmn dan masvarakat, vakni:

1. Pelabat vang mengelvarkan van hngkungan:

2 Pales

3. Jaksa

4. Jlakitn; dun

30 Organisas Lingkungan Hidwp.

Tetlebin lagi pada salans pencgahan hukan binghongan hepidanaan,
Rantrilivst dat aparaiur kepabisian belun imcmberikan wujud nyata vy koahot
Kusus Boyat hupgga schkoarang masih lumbat dulam pencgakannys dan aspek
kopondatian  sudah  monunbdbh pada pooscs  poswlamzan Tordapat suastu
pandangan, bahwasannyd  untuk  mclakekan penepakan hukum  lingkungan
Lepidonman songatiah sulit untuk menangkap pelaku. Keadagsn ini diakibaikan oleh
huburgan kausal antarn pefaky demgmn porbuatan Pada aspek pembuktianfah
kunci yang dinilmt sangat romit, karena hanya pelaku {pencemin} vang dapat

memhuktrkanaya  Meagemai pembuktan cnger hebuepan kasual dalam debk



hingkungan  dapat dipakaé sehagai perbandingan  sistem hokumn di Jepang,
sebapmmana diatur dalam Fhe Law for Humishment of Crimes Reluting (o
Environmenial Paliution, yang mulai berlaku tanggal 1 Julr 1971, Pasal 5 undang-
undang tersebut menetapkan asas presumpion of cawsation (praduga hubungan
kausai} dafam hal pencemaran yang menimbulkan bahaya seketika terhadap
nyawa alau kejahatan masyarakat” Jadi bukan hanya asas praduga 1ak bersalah
(FPresunym of Innocence) yang dapat diterapikan dalam sistem hukum acam
pidana.

i dalam Pasal 1 angka 12 ULUPLH duyelaskan, hahwa:

Pencemaran hngkungan higup adaiah masuknva siau dimasukkannya,

makhlok hidup, za1, energi, danfatav komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampart ke tingkat
tertents vang menyebabkan lingkunean hidup tidak dapat berfunps: sesum
dengan peruntukkannya.

Jika mencermat 151 norma hukuin 3 atas, sctizp indesin man kegiaan-
kegiatan yang menpeluarkan  limbah caic ke sungai sekitamya dapatlah
dikateponkan sebagal pencemaran. Kunci utamanya azdalih ada poada tununnya
kualitas lingkungan sehingga odzk dapat berfungsi sesuar dengan peruntukannya.
Permasalahan yang terjadi adatah tdek sedemikian, dalbm prakeknya sering
terjadi perbuatan tersebut tetapt tindakan atas perbuatan itu belum dilakukan Oleh
karena itu, Menten Negara Lingkungan !lidup {MENLH) mengetuarkan standar
baku mune Hingkungan (BML). Selain definist dan pencemaran lingkungan idup,
UUPLH Juga mencamumkan defimist perusakan lingkungan hidup yang terdapat

d1 dalam Pasal | angka 14 ULIPLH dijelaskan, bahwa:

—_——— —— ..

? Sii Sundar Rangkuti (M), Faowasi Finksmt Linghaagon: Ty fax Comticmium Ke Tos
Coptituerdum, Pdato Pongukuhan Gurg Besar UNAIR, Sorsbaya, 1991, h 21



Perusakan linpkunpan hidup adalah tindakan yang menimbulkan

perebahan langsung atan tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya

yang mengakibatkan lingkungan hidup fidak berfungsi lagi dalam
mensniang pembangunan berkeianjutan.

Dari pendefinisian tersebut, jika seseorang menebang pohon d&i hutan
deimni kebutuhas ekonome atau sebapai bahan bakar untuk memasak atau sebagai
bahan mable atau schagad usaha untuk membuka lahan pertanian dan perkebuman,
maka dapatiah dikatakan sebagai usaha perusakan terhadap pepohonan di hutan.
Tetap: semua itu dapatlah dipatehkan dengan adanys izin dan pemerimsh.
Disamping e, perbuatar tersebut sudzh menjadi tradist Turen temurun yang tak
ada hentinva yang menpgakibatkan berkuranpya pohon-pohon yang bermda di hutan
lindung Indonesia dan menyebabkan tesjadinya kebekaran serta gundutnys hutan
di Indonesia.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya dapat dilakukan dengan media
air, tanah, dan hutaa, melainkan odarapun juga dapat menjadi media pencemaran,
Babkan pencemaran udara sering memiliki dampak yang cukup besar bag
kehidupan mahlkluk kidup. Pencemamn uwdara di berbapai perkotzan besar di
indonesia perlu untuk dicerman dan diselesaikan. Pencemaran ini jupa dapat
dilakukan oieh setfap orang, tidak hanya oleh industri-industri hesar. Mciainkan
setigp masyarakst dapat melakukannya, Misaloya, pengpunagn  kendaraan
bermotor yang emisi gas buangnya meiebihi standart gas buang kendaraan
bermotor. Selain su, pembuangan asap oleh cerobong-cerobong industn besar
maupun keci! dapat mengakibatkan mahaya popuiasi burung-burung yang sedang
menikmati  penerbangannye Dempak dari  pencemnaran udara  sangatlah

mengkhwatitkan, cermati Indeks Standart Pencemaran Udara (ISPU) yang
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terpasang i sela-sela perempatan jalan-jalan besar kota Surebaye seperti di
Gerbang Pintu Masuk kota Surabaya, J1. Menanpgal, J1 Kertajaya, Ji. Dr.Soetomo
dan lainnya. 1SPU tersebul kurang mampe mendeteks: pencemaran uvdare dengan
baik. Tahum 2005, kendzrman bermotor mulai roda cmpat dan roda dua di
Surabaya mengalami lonjakan drastis. Dan permasalahan tersebut, peperapan
sanksi pidana di dalam perahman perundang-undaggan serta kurangmya disiplin
lingkungan yang rasih belum diterapkan denpan baik dan benar.

Kajlan penérapan sanksi pidana merapakan pangkal 1olak berpakir dari
penulisan .ini Sanksm pidana dapat dilihat dae dicermati dalam permfuran
perundang-undangan khususnya pada undang-indang dan peraturan daersh. Dan
pengaturan yang termuat pada sebuah peraturan perundang-undangan jika norma
yang terdapat di dalzmnya dilangpar dengan senpsja (doiws) maupun karena
kealpaan {ewipa). Sepatutnya hamus dikenai sanksi yang tercamtum  dalam
peraturan perundang-undangan tersebut. Hal e, di Ilndonesia masih - belum
menunjukkan kontribusi yang myata dari aparat pencgak bulumnya Permasalahan
peniebangan pohon-pohon di hutan secara biar i berbagat dagmh Indomesia
{eplinlas begitu saja, tidak satupun pelakunya tertangkap bahkan tertangkap latn
lohxs dari jeratan hukum. Péncemarsn d&i Teluk Buyat juga dinilm sanpat
kompleks, yang membebaskan dan memherikan petuang untuk lolos dati jeratan
hikum dengan dalib pencemaran nama baik PT. Newmeont Minahasa Raya
{NMR}. Proses persidangan kasus Buyatpun diwarnai keriguhan seielnh

pemhacaan amar pitusan oleh Hakim Ketia Pengadilan Manada.
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Pengaturan  sanksi  pidena  dalam peraturan  perendanp-undangan
linpkungzan hidup, sudah diatur dengan baik agsr masyarakat paluh dan sadar akan
lingkungan sehingga tadak menmbeikan pencernaran dan peruszkan lingkungan
hidup, Aihasil, belum mepunjukkan hasil vang baik. Pada lampiran 1IU Ne. 10
Tahun 2004 tentgng Pembemukan Peraturan Perundanpg-undangan, Pencantaman
ketentuan pidana Gdak menjadi acuan, tetapi jika diperlukan maka periv unk
dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan  Dengan  demikian,
pencantuman sanksi pidana dalam peraturzn perundang-undangan lngkungan
diharskan dapat ditcrapkan dan memiliki nilai guna.

KUHP dan TUPLYE] beserts peraturan perundang-undangan lingkungan
hidup lainnva ielah mencantumkan ketentuan pidana. Pererapan sanksi pidana
pada perzturan perundang-undangan lingkungan hidup selalu ditahbwskan ofeh
aparal penegak hukumnya. Tedebih lag di dalam penpelasan wmum UUPLH
terdapat asas subsidrariias yang mengisyaratkan supays pelaksanaan ketentuan
pidana guna memperhatikan penggunaan sanks! laimnya (sanksi administratif dan
sanksi perdata} dalam penegakan hukum linpkungan Dan keadzan demhaan,
menjadikan ditemz yarrg iendramatisic bag aparat petegak hakom:- lisgkungan
kepidanssm. Pada -dasarnya kekvatan -dari penjélesan wmpm bukanlah sebapai
mdang-undang, jadi tidak dapat diberlakukén surul. Akankah pemikiran tersebu
menjach petaks penegakan hukum hingkungan kepidanaan.

Atas. dasar asas swhsidiorites, Kejaksazan Agung Republik Indonesia
mengeluarkan lampimn dalam bentuk Surat Jaksa Apung Muds Tindak Pidana

Umom Womor, B-60/BEMjpf01/2002 penhal: Pedoman Teknis  Yustisial



Peranganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pada baman 4 {(empat)
sural tersehut mencantumkan gsas subsidrarifas schaga persvaratan formal yang
spesifik dalam menanpani tindak pidana hngkungan hidup yang diatur dalam UL
No. 23 Tahun 1997, dsas Swhsidioritas tersebut didasarkan pada penjeiasan
umum T Ma. 23 Tahun 1997 di alinca kedua bagian terakhir dan penjelasan
umum UU tersebut. Bahwasannya “sebaga penunjang hukum administrasi,
betlakunya ketentuan hukum pidana telap memperhatikan asas subsidiantas. Yaitu
bahwa hiekum pidana hendaknya didayagunakan spabila sanks: bidang hukum
lain, sepenti sanksi administresi dan sanksi perdata, dan altematif penyelesaian
sengkela lingkungan hidup tidak efeltif danfatau tingkat kesalahan pelaku relatif
berat  danfatau  akibat perbuatannya relatif besar danfatau  perbuatannya
merumbuikan keresahan masyarakat”, Lo berarmi penerapan sanks: prdana dalarm
penegakan  hukum  hingkungan  kepidanaan dapat  dilakukan pka  sanks
administratif dan sanksi perdata sudah dilaksanakan atau perbuatan dan pelaku
tindak pidana lingkungan sudah relatif berat, Dalam pelaksanaannya, penyelesaian
sengketa lingkungan melatui sanksi administrasi, sanksi perdawa, proses arbritase,
negosiasi, dan mediasi belum  menyelesaikan pencemaran dan  perusakan
lingkunpan bahkan pencemaran dan perusakan tetap terjadi. Darn pemikiran
tersebut, dapat dikatzkan bahwasantya hukum mdana masih bersifat sdtzrum
remeditm (sebagai sarana {erakhit). Padahal dalam perkembanganoya, hukum
pidana tidak lagi bersifal sftimum remedium tetapi prieen remedive (sarana
awal). Kekhasan hukum pidana menjadi dftimm remedium diakibatkan tujuan

dan pidana adalah pemberian nestapa dan penderitaan terhadap pelaku tindak




pidina secara senpgaa. ltka bemedoman darl ases subsidioritas, sampal kapan
hukum pdana akan ditegakkan dan dapat diterapkan pada kasus kejahatan
lingkungan, Selain o, funps sebuah sanks) pdana dalam perturan perundang-
undanygan adalab untuk menerapkan dan vdak hanya sebagal alatl uuuk penakut
tnasyarakat yanp tidak patuh werhadap norma hukum dalam peraturan perundang-
undangan.

Problumaika serhadap pencrapan sanksi pdana  techadap pempahat
Ingkungan hdup masih memyadi renungan aparal penegak hukum lingkungan.
Jika tetap berpacu pada penerapan sanksi hukum lain dar sanksi pidang, akan
lebih meloloskan para penjahat hingkungan. Ekologi dunia akan hancur jtka bumi
sudah mulai kropos dengan kerakusan para manusianva. Begitupun juga aparat
penegak hukum lidak akan bersikap tepas untuk berhmdak dalam menangan
kerusakan lingkungan dan langan penjahat ingkungan.

Surat Jaksa Apung Muda Tindak Pidana Umum No: B-60VE/LpO 1200
sanpal berpengaruh secara institusional dan werestruktural, Tindzkan aparat penepak
hukum pidana hdak akan benindak menanpani kasus lingkungan hudup yang
mereka ketahui, jika sarana sanksi dari bidang hukum lainnya tidak terpenuhi
lericbih dahulu. Keberfunpgsian dari penpaturan sanksi pidana tidak dapat
langsung diterapkan pada kasus hingkungan hidup vang sedang tefadi dengan
dalih - menunggu dan menunggu  poencrapan  sankst  lwinnya.  Permasalaban
lingkunpan scmakin meluas, semenlard ilu proses penerapan dan pencgakan
sankst pidana belum quga mewujudkan hasil yang konkrit. Terdapat herbapai

problematika vanp belum memberikan penyelesaian



14

Dan latar belakeng masalzh tersebut, dapatlah dirumuskan masalah yang
nkan dikaji dalem penulisan ini, sebagal benikut
a. bagaimanakab perpaivran sanksi pidana daiam UU No 23 Tahun 1997
tentang Pengelotaan Lingkungen Hidep?
b. apakah denpan menerapkan sanksi pidana dalam UL Mo 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan pencemaran

datvatay perusakan lingkunpan hidup?

L. Penjelasan Juduk

Kata penerapan adalah tindak lanjut terhadap sesuatu yang memilin
kekvatan  untuk  divujudnyatakan  dalam  bentuk  tindakan  schapmmana
peruntukannya. Schingpga mampu memilitd nilai guna. balai guna dapatlah
diperoleh denpan penerapan fm sendiri. Kala sanksi pidana meropakan kajian
secdra khusus dalam Hubum Pidana. Sanksi pidana merupakan sifat penjera dalam
membetiKan neswapa pelaku kejahatan,

UU Neo. 23 Tahon 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hudup (UTUPLH)
mdalah atwran hukyn yang aken dikaji di dalam perulissn ini. Pada ULTPLH
tersebut dikaj atas dasar pemerapan dafam prakteknya. Dengan demikian, jika
dikaji judu! penuvlisan ini-sdalah cama penerapan sanksi pidana di dalam UUIPLH.
Pencrapan yang dilakukan memiliki banyak peoblematika yang masik belum
tersglesaikan. Dalam kajian Hukum Pidana, sanksi pidana memupakan sdtiprum
remedivm  (sarana lerakhir) dajam melakukan penerapannya jupn  dalam

penggakannya.
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Disamping itu, judal yang dipunakan jupa memberikan pandaigan
terhadap penegakan hukom lingkungan kepidanazn secara realitas. Selain my,
langkah tindak ianjul yang diberikan adalah pemaparan terhadap problematika

vang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi.

3. Alasao Pemilihan Judul

Judul tersebun dipibh dengan maksud uatek menchiti dan mengkay secara
kritis dan prektis atas penerepan dari pengaturan sanksi pidana dalam peraturan
perundang-smdangan lingkungan hidup khususnya pada Ut No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolann Lingkungan Hidup (UUPLH) Pada ponsipmya suatu
peraturan perundang-pndangan dapatiah  dinyatakan berlaku jika  peraturan
perundang-undangan tersebut dapet diterapkao pada masyarakat dan masyarakat
meRauiinya sesual kehembak masyarakat ilu sendivi. Dalarm teor hukam, bl im
adalah penitaian keberlakuan secara empins.

Pencrapan sanksi padana dalam peraturan perundang-undanmn Imgkimgan
hidup dinitai sangat lenrah bahkan dalam pencraparmya dinilai sasgat komplcks.
Pran keadaan demikian diperlukan fingsionaliszsi atas pengaturan sankst pidana
it sendin. Kekomplekkan penerapen sanksi pidana diakobatkan adanya
problematika dalam penerapanya, meka nilai guna-dar penpaturannya iidak eda
Oleh karena im, untik memitiki nitai guna tidak hanya sebatas tulisan dalam
kertas putib yang memiliki kekuatan hukum sanpat tingg tetapi tidak memiliki

kekuatan untuk penerapam atsn sehagmi macan kertas puhh,
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Atas dasar relaita di atas, dipilih dan dipumakandah “Penerapan Sanksi
tidans Dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Penpelolaan Lingkungan Hidup™
sebagat jude! penulisan hukum ind, Perapkan zanksi pidana terhadap pekaku
kejahatan lingkungan masith menjadi suaty  problematike  yarg  Belum
terszlesaikan. Keberfunprian spatu produk awran hukum sangat diperivkan,
karena bidak hanya sehagai hasil yang memilikt kekupatan hukum tap Gdak koat
densan penerapannva, terlehih lagi kurang memililn keluatan menpikat Denpan
demikian, dalam penerapanya fidak menjadi problemank-problemetik yang belnm

terpecahkan.

4, Tojozn dad Manlaat Péenuolisan
1. Tupan Penniisan
Penulisan ini mempunyat riiucn wan den fgeen Ehusus, Tujuso
umum adalah dalam rangka untuk memenuhi prasyarat mata Kulish wajib
fakultas. Tujwan khusos aibizh menputamatan kemamwpuan bherpikiv secarz
1lmiah dengan imndasan conitik dan penglogian inclaln pendekagan yundis
(statidc approach).
2. Manfaat Penulizan
Penutisan ini memiliki manfasd reoritis dan manfaat prakeis. Manfaat
teoritis berkaitan dengan pengembangan hukum pidana dalam hilamm hinglamgan
yang berorientasi kepada pembanpunan berkelanjutan {sustainable development)
dalam rangks peningkatan wawasan dan kemampuan akademik. Manfant praldis

perulisan terkait dengan kepupaan hasil penolisan yang dapat dimanfaatkan
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mahgsiswa dan praktisi lain dalam ranpka berperanserta di bidang pengelolam
lingkungan hidup, Selain ity, juga membenkan kontribugi pemikiran terhadap
pengembangan hukum pidana bagi kalangan aparal penegak hukom, guna
menerapkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang

Fengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Metode Peanlisan
a. Pendekatan Masalah
Pepulisan ini menpggunakan metode penclitan hukum  dengan
pendekatan yuridis melahw studi kepustakaan untuk pengumpulan bakan hukurmn
(“legal  materials™) dengan menppunakan pendekatan  perundang-undangan
{sratute qpprouck).
b. Sumber Bahan Hukum

Penuhisan ini menggunakan 2 (dua} sumber bahan hukum, yakni:

1. bahan hukum pemer, penialisan imi dimulai dengan penguompulan
peraturan  perendang-undingan  yang  torkait  deagan  maten
penulisan, kemudian buku-buku perkulishan yang menyangkast
pada teori-teori pada penulisan ini.

2. bahaa hukum sekunder, hal ini dikaitkan pads aspek penerapat
dilapangan dengan pengumpulan hasil penelifian yvang menyatgkut

pengembangan penulisan ini.
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¢, Presedur Penpumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum
Dart bahan hokowm primer dan  sekunder, kemudian  dilakukan
penpumpuian denpan menginfentanis darni studi kepatakaan dan penglitian hukum
lapangan. Pada tzhap berkuinya dilakokan  pengelolzan  dengen  cama
mengidentifikasi, mengklasifikasi bahan hukum beserta data temuoan  dasi
penelitian hukum.
d  Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan dengan penghkajian desknptf-

analitik,

6. Pertanpgonpjawaban Sistemmatika

Pada bab i, menjelaskan latarbelakang permasalahan serta rmusan
permasalaban. Disamping itw, kajian vang ierdapw dalam bab 1 temsebut
menpakan kerangka becpikir pada bab-bab benkutnya, Oleh karena ing, termuat
latarbelakang dan rumusan masalah. Selain itn, memberikan penielasan judul pada
penulisan ini. Hal ini ditujukan untok memperjclas arti dan makna judul yang
digunakan. Kemudian disertai dengan alasan pemilikan judul, yang ditwjukan
untuk pengemukasn pendapar, mengapa digunakan rudol eersebut dalany penulisan
ini. Pada sub-bab berikutnya, pada bab 1 jupa dicantumksn tujuan dan maksud
penulisan, Tyjusn dan maksud penulisan adalah membernkan penjelasan dalam
rangka apa penulisan im dibiat  Pada bagian mefede penolisan  adalah

membenkan pandangan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan
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penuiisan ini, serin pertanppungiawaban sistematike penulisan yang akan
membenkan langkah berpikir secara konseptual.

Pada bab 2 dikaji mengenai pengaturan sanksi pidana yang terdapat di
datam UU No. 23 Tahon 1927 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup {INTPLH}.
Pengkajian dilakukan dengan cara menganalisa pengaturan sanksi pidana secara
multidisiphmer, Analisa dilakukan berdasarkan pada dua itmu bokum, yakni
Hukum Linpkungan dan Hukum Pidana Oleh karena, dikaitkan pada kebijakan
pengelolaan  lingkungan hidup yang dilandaskan pada konsep Hukum
Lingkungan, Disamping ite, dilakukan penganalisaan terhadap tindak pidana
lingkvngan hidup yang diator di lwar TRUPLH. Hal ini akan membertkan
perbandingan techadap pengaturan sanksi pidana yang tecdapat di dalam ULUPLH
dengan vang terdapat di luar UUPLH,

Pada bab 3, akan mengkaji penerapan sunksi pidans yany diatur di dalam
UUPLH. Kajian iné merupakan Kajian secara kinzsus dari bab 2. Penekanan pada
bab 3 adalah problematika penerapan sanksi pidana dalam UUPLH.  Selain
mehekankan pada pengpunaan sanksi pidana dalam mcnangani  kejahatan
[ingkunpgan hidup.

Bab 4 merupakan rangkaian penutup vang bensi simpulan dan saran dan
pemitisan ini. Simpulan yang terdapat bab 4 merupakan sintesis (generatizagi) dari
pembahasen yang terdini atas 2 {dua) jawaban terhadap rumusan masalah yang
ditemukan dan prospeknya. Pada saran, memuat beberapa pemikican yang

dihasilkan dalam rangkaizn pemikiran yang terdapet mulai hab 1 hingga bab 4.
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Saran  tersehut morupakan implementasi terhadop  hasil  penulisan  untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan secara praktis.



BAB II

PENGATURAN SANKSI PIDANA
DALAM UU NO. 23 TAHUN 1997
TENTANG PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP



BAB i

PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM UL NO, 23 TAHUN 1997

TENTANG PENGEOLAAN LINGKLUNGAN HIDUP

| Sanksi Pidana dalam UU No. 23 Tahee 1997 tentang Lingkungan

Hidup.

Kejahatan merupakan salah satu bentek dan “perilaku menyimpang™ yang
selalu ada dan melekat pada tizp bemuk masyarakar. Tidak ada masyarakat yang
sepi dan kejahatan Pengpunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai
salah satu upaya umtuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam  bidang
kebijakan penepakan hukum, Sebaga sualy masalah yang lermasuk masalah
kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya odak merupakan suatu
keharusan.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan pidana dan
pengaturan ketentuan pidana hanya dywnpan pada undang-undang dan peraturan
daerah. Tidak memutup kemungkinan bahwa pengaturan kentenfuan pidapa dapat
diamati pada peraturan pemerintah. Dalam lampiran UU No. 10 Tahua 2004
temtang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwasannya pengaturan
keteniuan pidana hanva dituangkan pada yndang-undang dan peraturan daerah
Sifat pengaturan kelentvan pidana hanyalah jika diperfukan. Sepanjang tdak
memeriukan, maka Kketentuan pidana tidaklah ditwangkan dalam pemturan

perundang-undangan.
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Kajian sanksi pidana di dodam hukum pidana merupakarn bagian khusus
duri hukum pidana. Sanks: pidana merupakan findakan yang dapat dityukan
terhadap pelaku uUndak pidana (kejahatan dan pelangparan). Tindakan yang
terdepat di datam sanksi pidana berupa hukuman Jika seseorung melzkukan
tindak pidana pencurian, maka pelaku mendapat hukuman pdana yakni sankst
midana atas perbuaran pencurtan tersebut,

Sanksi pidana memiliki sifat penjera dan derita terhadap pelaku tindak
pidana {kejzhatan dan pelanggaran}. Sifat penjera dan derita adalah niuan utama
dari hukum pidana. sehingga dalam sanksi pidanapun juga mehput sifat tersebut.
Oleh karena ir, sanksi pidana memiliki cin khas yang berfainan dan sanksi-
sanksi bidang 1imu hukum lainnya (sanksi administrasi dan sanksi perdata). Dn
dalam sanksi pidana terdapat kaidah hukum yanp bersifat melarang. Jika kaidah
hukum tersebut dilangear dengan sengaja (dofis) maupun oleh karena kealpean
{cuipa), naka penegakan sanksi pidana tidaklah dapatl dikesampinghkan dan tidak
ada pengecualian, Scgala perbuatan dapatlah dipertanggungiawabkan dengan
pehgenaan  sanks) pidana tcrhadap polaku tindak pidana (kcjahatan  dan
pelanpparan).

Di {ihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yany mempermasatahkan
apakah perlu kejahatan ity ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan
menpgunakan sanksi pidana. Apakah sanksi pidana nu? tntuk apakah sanksi
pidanz dibuat? Kenapa harus menggunakan sanksi pidana dalam menangam
kejuhatan dan pelanggaran? Pertanyaan-perianyaan tersebut tidaklah cokup

dimenyrerti oleh para aparat penegak hukum khususnya Polisi. Jakss, dan Hakum.
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Berhagai peraturan perundang-undangan telah diterbitkan oleh badan legisiatif
dan eksekutif di Indonesia, Darl peraturan perundang-undangan yang diterbitkan,
masing-masing mencantumkan ketentuan pidana sebagai alal uniuk menegakkan
norma-norma hukum yang mempunyai sifet mengatur dan melamang kemuodian
dilanggrar dan disimpangn secara sengaja mavpun karena kealpaan,

Pandangan atas penerapan sanksi pidana menjadr  agman  kerangka
interpretas: hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana Setiap perbuatan
pidana baik kefahatan maupun pelanggaran dapstlah dikenai sanksi pidana atas
perbuatznnyva, Sanksi pidana menjadi /con terpenting di dalam aturan hukum yang
memiliki sifat represif di dalan: penegakannya,

Kitab Undang-undang Hukum Pidanz (KUHP) memuiat berbagai jenis
sanksi pidana Daiam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana {KUHP)
disebutlan, bahwa Fidana terdin atas,

a. Pidana Pokok:
Pidana Mau;
Pidana Penjara;
Pidana Xerungan:

Pidana Dcnda; dan
Pidana Tutupan

ol Tl Ll =

b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Penpumuman putusan hakim.
Dian pengaturan 2 {gha) macam sanksi pidana di atas, dalam peraturan perundang-
undangan tidaklak dicantumkan semua. Peraturan penmdang-sndangan sering

mengeunakan jems sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Ha! ini disesuaikan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, Semakin banyak
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peraturan  perundang-undangan  diterbitkan, maka semakin  banyak pula
pengaturan sanksi pidananya di dalam ketentuan pidana pada peraturan
perundang-endangan tersebul.

Berbicara mengenai pengatiran sanksi pidanz dalam peraturan perundang-
undanpan tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan penggunaan dan pengaturan
sanksi pidang di dalam peraturan perundang-undangan teriehih lagi pada undang-
undange dan peraturan dasrah. Kebijakan atas penpaturan tersebat terdapat pada
kewenangan para konseptor peraturan perundang-undangan.

Pengatmran sanksi pidana pada peraturan pemndang-undanpan menuji
pada permasaighan untuk menangani kejahatan dan pelanggaran yang sedang
terjadi. Disaat permasalahan kejahatan pencucian uang {morey lawndring) scdang
marak di negeri ini, lahirlah UU tentang Tindak Fidana Pencucian Uang. Dari
uniang-undeny tersebut iaturlah enna-nomma hukum yang bersifal melarang
terhadsp perbuatan penacucian uang Sclain i, ditentukan nonma hikum yang
memiliki sifat menjera icrhadap kejahatan dan pelanggaran norma hukum yang
bersifal umumn. Sanksi pidana mermiliki peran represif torhadap pelanggaran
norma hukum yaag bersifat wmuwm.

Beriolak pada permasalahan money laumdring. Saat ind  kejahatan
lingkungan sedang merambah skologi nusantara. pencemnaran dan‘atau perusakan
lingkungan hidup sedang tegadi dimana-mana. Media yang dipergimakan untuk
melakukan penccmaran danfatau perusakan sudah meningkat. Tidak lagi ar dan
hutan yang menjadi sasaran pencemaran dan perusakan, melainkan tanah dan

udarapun sudah ikut tercemar. Di tghun 1982 telah lahic UL No. 4 Tahun 1982
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tentang Ketentuan-Ketentuan Pokoek Pengelolan Lingkungan Hidup (UULH). Dan
UULEE diatur mengenal norma hokum dalam pengelolaan lingkongan dan
laranpan untuk mencemart dan merusak lingkunpan hidup, Pengaturan sanksi
pidana yang cukup tegaspun juga diatur sebagai tindak lanmul werhadap pencemar
dan perusak lingkungan Akan tetapi, keberadaan tersebut masih belum
menuntaskan permasalahan pencemaran danfatay perusakan lingkungan hidup.
Sebelum UULH lahir di kehidupan belantara ekolopia nusantara i, telal terdapat
berbagai peraturan perundang-undangan yvang berkaitan dengan Lingkungan hidup.
Peraturan perandang-undangan tersebut diantaranya adalah sehagai benloat:

{, UJ No. 5§ Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agrana
lertanggal 24 Scpiember 1960,

-3

U Mo. 5 Tahun 1967 tentang Ketemtuan-Ketentuan Pokok Kehulanan

teranggal 24 Mei 1967 jo. UU Moo 41 Tahua 1999 rentanp Kehutanan,

3. UU No. L1 Tahun 1974 entang Pengairan leranggal 26 Desember 1974
jo. U No. 7 Tahun 2004 1entang Sutnber Dava Air,

4. PP No. 7 Tahun 1973 Pengawasan dan Penggunaan Pestisida terfanizal
17 Manct 1972, dan

5 Kepulusan FPresiden Rl No. 43 Tahun 1978 wniang Pengesahan

Comvendion on faternationl Trade in Endanpered Spectes of Wild Fiora

and Fauna (CITES) tenanggsa| 135 Desember 1975,

In tzhum 1997 wradi perubahan terhadap UULH dengan diubah
mangeunakan [ Mo, 23 Tahun 1997 tentang Pengelolasn Lingkungan Hidup
(LUJPLH). Pengaturan sanksi prdana di dalam UUPLH lchih tegas. Hal terscbat
dibuktikan dengan dicadumkannya subyek pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup tidak hanya perorangan, melainkan badan hukumpun juga dapat

menjadi pelake tindak pidana lingkungan hidup. Kemajuan terseb memberikan
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arti penting dalam penegakan hukum lingkungan dalam menanggulangi dan

mencegah ierjadinya pencemaran dan perusakan akibat kegiatzn badan hukum.

Masuknya badan hukum sebagai subyek hukum pelaku pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup, lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban

pidana terhadap korporasi. Untuk lebih jefas mengetahwi substansi ketentuan

pidana dalam UUPLH, di bawah ini adalah sanksi pidana yang tevdapat <h dalam

LIVPLY:

TABEL 1

Sanksi Pidana di dalam UUPLH

Pasal

| Pasal 41 |

Uasur

—

srkyi

! harzngsizpa '

L. SemEn|E

3 melawen huksm

¢. mengakibatkan porc¢maran dan atan
perusakan lingkungan hidup

5. mengakibathkan orang mati atau luka berat.

1. pidana penja.r;l_lﬂl--l Suhun
2. dendn Rp. 500-750 juts

Faazl 42

| barangsiapa

2 krealpaan

3. menpmk ipatkan pencemaran dan atau
parwsakan hnglungan

4_mengakibalkan orang mati atau luka berat

P piﬂéﬁﬁmjm 3-5 tahun
2. pidans denda Rp. 100-150
juta

Pasal 43

) barangsinpa

2. gengaja

3. melepaskan, membugng Tal, energl, B3 ke
dalaim wiau di awas Lanah mao wdary atau air,
impor atew ekapor, memperdagangkan

4. menimbulkan perecmaran dan atau perusakan
lin

5. mengakibatkan matinya orang

1. pidans penjara 6-9 tahun
2. pidana denda Rp 308450
Juia

Pazal ¢4

1. barangsiapa

2. kealpagn molepaskan, membuang zal, @i,
B3 ke dalam atzn di aras tanab atau odars sta
atr, impor atai ckepos, memperdagangkan

3. memmbulan pencomaran stay penasakan
linglungen

4. mengakibathan ialinya orang F

——

I. pidana penjara 2-3 tahun
2. pidana deada Rp 100-130
Juka

Pasal 45

| Perbogtan sama dengan passl sehalumnya;
2 Tindsk pidana dilakukan oleh arau stas nama
sumu badan hukum, persertran, perserikatan,

YEYREN atiu frganisas [ain.

Ancaman pidana denda
diperberat seperbiga.
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Di antarn 8 {delapan) pasal yang terdapat dolam kententuan pidang
DUPLH, diatur 1 (satu) pasal mengenat tindakan tata tertib bagi pencemar dan
perusak lingkunpan hidup, yakni:

Pasal 47 UUPLH:

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksod datam Kitab Undang-
undatlg Hukum Pidana dan Undang-undang ini, lerhadap pelaku lindak
pidana lingkunean hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib beruna.
}. perampasan keuntungan diperolen dar tindak pidana; dan/atau
petutupan seluruhnyva atav perusahaan; danfatau

perbaikan skibat findak pidana; danvataa

mewajibkan mengerjakan apa vang dilalatkan tanpa hak, dan/atay
meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, danfatau

menempatkan perusahaan i bewzh penpgampuan paling lama 3 (bga)
tahun

P b 2

Terobosan baru vang tegadi di dalam UUPLH sewcizh dicanturmnkannya
badan hujum sebagzr korporasi tindak pidana ogkongan hidup dalam Pasal 43
UUPLE dan ditcangkennya saaks tndskan dalam Pasal 47 UDPLE. Konseptor
ULUPLH telah banyak belajar dari pengaturan sanks: pidana pada UULH. Langkah
terschui menunjukkan bahwa parm konseptor UUFLH memiliki tjuan untuk
sceopatnyd monangani pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang scdang
terjadi di [ndonesia. Di samping itu, langkah untuk pilihan hekum (choise of faw)
memadi pemiloran baru yang selain memfungsikan sanksi pidana juga ingin
memfunpsikan sanksi tindakan,

Perkembangan juga terdapat pada pelaku kejahatan lingkungan sendini
Dengan dimasukkannya badan hukum sebagai pelaku kejahatan lingkungan akan
lehih menitikheratkan kepada pemimmn perusahaan yemg melakukan pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup. Peran suatu pemimpin perssahaan dinilai sangat
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vital dalam menentukan terjadi atau tidek terjadinya perbuatan mencemarkan atau
mernsak lingkungan, Hal tersebut dapatlah dicermati dengan koordinasi lapangan
anlara pepumpin perusahaan denpan para pekerjanya.

Penpaturan sanksi pidana di dalam ketenwan pidana yang tetcantum di
dalam UUPLH, sudah cukup baik dan segi kualitas norma  hukumnya.
Implementasi terhadap sanksi pidana dalam DUPLH tersebut masth menjadi
pertanvain hingga samt ini. Dimulal dan kebijakan pengaturan sanksi pidana
hingga proses penegakan hukumnya menjadikan problematika yang tidak pemmah
henti-hentinya unmk dipikitkan mennju aksi wujudnyata, Di dalam bukunya yang
berjudul *Fite fimits of crmmmal senceton.” H.L. Facker membicarakan masatah
pidana, kemudian menyimpulkan sebagai berikur:"

1. The crinunal sanction is imdispradisoble; we cowld nof, row or in
Jorescoable future, gei olomg withont 1 (Sanksi pidana  sangatlah
diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupin di masa menditang
tanpa pidana).

2. The erintina! sanction 18 the best avaduble device we have for dealing with
gross gnd immediate havms and threats of harm (sanksi pidana menupakan
alat atau sarana terbaik yangy tersedia, vang kita mikila untuk menghadapi
kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan sepera scria untuk menghadapi
ancaman-ancamnan dan bahaya).

3. The criminal sanction it af once prime garantor and prime threatener of

Buman freedom Used providently and humanely, it i guerantor; wed

Y H 1. Packer, the finats of criminal sanction, 1963, hal. 3.
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indiseriminately and cocrcively, 1 15 threstener (sanksi pidana suaty ketika

merupakan  penjamin yang terbaik’ dan suam  ketika  merupakan

‘penpancam yang ulama’ dari kebebasan manusia. la merupakan penjamin

apabila dipenskan secars hemat-cermat dan secam manusiawi, 2

merupakan pengancam, apabila dipunakan secara setnbarangan dan secara

paksa).

Oleh karena itn, Packer Iebih mengutamakan penggunaan sanksi pidanz
dalam menanppulangi  terjadinya  kejahatan.  Pendapat  Packer  lebith
menitikberatkan pada kepunaan secara praktis. Pada pnnsipnya  belian
mengungkapkan tujuan hukum pidana bukan hanya scbagai wlivmum remedium
telap juga primum remedius Hal in ditandal dengan konsep awal pidanz itu
sendiri di dalam penppunaannya. Pidana bukan sekedar pengenaan dents secarm
pahsa terhadap pelaku tindak pidana tetapn memiithi silat untuk perubahan sikap
terhadap pelaku tindak pidana Konsep demikian tidak hanya teriuju atas
perbuatan yang melawan hukum harus menjadi kapan dalam pidana dan proses
pertangeungiawaban pidana.

Pada umumnya pengaturan sanksi pidann digunakan sebagai langkah
terakhir terhadap penyimpengan atay pelangaran terhadap norma hiulam yang
bersifal whum pada aturan hukum. Dengan demikian, pidana masih melekat
dengan pemikitan kunonya yang berlandaskan asas ufrimum remedinm. Kejahatan
lingkunpan kian merambah dan penegaknnya diniai sangat kompleks. Terbukt
dengan permasalzhan kebakaran hutan yang melanda kawasan Kalmantan timur

dan korbannva sudah metampaw di luar batas teritonal Indonesia. Sinpapura,
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Malaysia, dan Brunai Darussalam adalah korban dart kebakaran hutan di tahun
1997 dan bulan Juni hingga bulan Agustes 2005, Keadaan tersebut cukup
merugikan perckonommian negara kita dan negara-negara tetangga kila, Sebagian
besar kejahatan Hngkungan adalah Vietimfzss yaitu seclah-olah k¢jabstan tanpa
korban, "'

lika memggunakan pole pikir Packer, sanksi pidana dalam UUPLH
diharuskan memiliki kekuatan mengikat terhadap norma-norma hukum yang
bersifat umum. Sehingga iika didayapunakan dalam menyelesaikan kasus-Kasus
Lingkungan tidak akan menimbulkan kerapuan untuk menetapakannya. Pnmum
remedivm akan lebih mengedepan dan peda ultimum reredium, Pelala kefahatan
lingkungan yang dalam soratan publik adalah badan hukur, sedangkan individu
sehasai pelaku iebih menyurut untuk tidak dipermasalahkan. Kondisi demioan
terbuktl dengan adanya kasus-kasos lhingkungan yang patut didups adalab kesos-
kasus yanp diakibatkan ol¢h kegiatan usaha besar, sebut saja FT. Newnont
Minahasa Raya, PT. Freeport, PT. Petrokimia Patra Gresik, dan lainnya.

Dalam Pasal 41-44 UUPLH, pclak lebih dischutkan pada “barangsiapa,”
vang mengandung ani dapat dilakokan setiap oranpg atau kelompok atan
teTorganitr atau persekutuap, Namun, dzlam penerapanya telah terjadi pergeseran
makna pelaku kejahatan lingkungan, yakni Jebih menitikberatkan pada badan
hukum sebagai pelaku timgga). Tidak ada pelaku kejahatan Timgkungan selain

badan hukum.

"M KLH, “Seminar Pemikiran Perubahzn UD No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolasn
Lianglungen Hidup”, Frosiding, Yakarta 2003 b 51



3

Fungsionalisasi sanksi pidana di dalam UUPLH perlu diperhatikan. Hal ini
ditujukan dalam penerapan hukumnya, sehingga konsep pengaturan sanksi pidana
terlaksana dan bokan hanya sebagai macan kertas terhadap norma hukum yanp
menulikr sifat umum yang terdapat pada aturan hukum Jika diamati pengaturan
sanksi pidana pads UUPLH, normma hukvm vang tertuang cukup tegas dan
memiliki sifat yang memuksa. Kandungan Pasal 41-44 ULTPLH tidak memberkan
ruang gerak terhadap pelaku kejahatan lingkungan dengan sifal perbuatan secara
kealpaan hingga dilakukan dengan melawan hukunt. Selain itu, jenis pidananya
adalah pidana penjara yang bukumannya 3-15 tahun pidana penjara. Vidana
kunmgan tidak dimasukkan dalam kategori pidana. Dengan demikian, LUPLH
menginginkan untuk lebih menjerakan pelaku dan memberikan percoungan atas
perbuatan yang dilakukan.

Sanks pidana vang teriwang i dalam UUPLH dupatiah mermiliki fungsi,
Jika sanksi pidana tersebut dapatlah ditecaphan dan ditegakkan secara hemat-
cermat oleh aparat penepak hukwm seperti pemikimn Packer, Cormati ketentusn
pidana di bawah ini:

Fasal 43 ayat (1} UUFLH berikut:

Barangsiapa yang dengan melangpar ketentuan perundang-undangan yang

berlaky, senpjza melepaskan atar membuang zat enerp, danfatau

komponen lzin yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam
tansh, ke dalam udare atan ke dalam qir permukagn melakukan impor,
ekspor, memperdaganpkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut,
menjalankan instalasi yvang bherbahava, padahal mengetahui atau sangat
beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebul dapat menimbuikan
pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan
kescliatan umwn atau nyawa orang iain, diancam dengan pidana penjara
raling lama & {enam} tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00
{iiga ratus juira repiah).
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Pazal di ates hanyalah membenkan peringatan bapi sesecrang vang denpan
sengaja memiliki niat untzk mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.
Kesengajaan pelaku menjadi itk tolok berpikir dalam memecahkan kasus
tingkungan. Masih teringat dengan peristiwa di tahun 2005, pemeninizh Indonesia
menyempatkan din untuk melakukan impor limbah B3 dari Singapura untuk
diproduks: di Indonesia. Tidzek hanya beras dar gula atau kendaraan yang dimpor
melainkan limbahpun ikut diimpor ke dalam neperi. Meskipun dalam rangka
memproduksi kembali. Kondisi ini semakin memperburuk citra Indonesia scbagai
pcngepul limbah dan penghasil limbah serta negera pencernar lingkungan hidup.

Unsur  kesengmjpan terhadap perbustan menceman dan  merusak
lingkamgan hidup merzpakan unsur yang terpenting. Terlebih lagi dalam Pasal 43
UUFLH memiliki unsw-unsus perbuatan yang lebih rinci, yaksi sengaja
melepaskan atay membuang 2t energl, dandatay komponen lain yang berbuhaya
atau beracun masik i atas atau ke dalam tanah ke datam udara atau ke dalam air
permukaan, melakukan fmpor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut,
mcnyimpan bahan terschut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal
mengetatiud atau sangat beralasan untuk menduge bahwa perbuatan tersebut dapat
menimbulkan  pencemaran  danfatan  perusakan Imgkungan hidup  atau
membahayakan kesehatan umuem atau nyawa orang lain. Obyek pencesaran dan
atau perusakan dalam Pasal 43 UUPLH terdapat 3 (tiga), yakni tanah, udara, dan
BT

Fka membandingkan dengan lingkat pencemaran dengan media air dan

udara, Pasal 43 UUPLH tidaklah dapat secara langsimg difungsikan. Kondisi
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tersebunt diakibatkan dengan pemahaman atas perbuatan yang dilakukan dengan
seugaja. Unsur kesengajaan yang dilakukan dengan proses pemfungsian sanksi
pidana tidaklah sebanding Pasal 43 UL/PLH memiliki kekvatan mengikat bags
semua pihak, Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta kegiatan
membuang benda atau bahan padat atau cair di sungal mavpun di sekitar sungai
secara sengaja maupun dengan kealpaan dinyatekan terlarang Ketentuan seperti
ini hanvalab norma hukum yang bisu Tidak satupun yang dapat memastikan,
bahwa pencgakan hukumnya diterapkan, Masyarakat telah membuat hukum alam
sebagai tradisi untuk melakukan kegiatan membuang benda atau bahan padat atau
cair bahkan bahan-bahan yang dapat menimbulikan kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup. Terdapat sampah menompuk di berbagai pinggiren bantaran
sungai-sungal, Nelayan dalum menanpgkap ikan di Jaut masih terdapat yang
mengguikan pukst harmay Industri-industri besar maupun kecil sedang asyik
bennain-main *‘air lior mautnya™ {timbah indpstri) vntuk “dimuntahkan™ bersama
aliran-aliran sungai-sungai kecil di pedalaman bumi nnsanara ind.

Pencrapan dan poncgakan sanksi pidana tcrkait pada aparat penegak
hukwm yang dituju oleh permaturan perundang-undangan tersebut, terkadang
menjadi permasalahan di dalam perepakan hukum, ernama penggmaan sanksi
pidana pada permasalaban kejahatan lingkungan hidup.

Dhari rangkaian di atas, permasalahan pengaturan sanksi pidana di dalam
UUPLH perhs dikaji secara lintas disiplin ilmue. Setiap peraturan pergndang-
undangan mengenai lingkungan hidup mengatur ketentuan pidana. Ketemtuzm

pidana tersebut diatur atas dasar penegakan hukum terhadap kajehatan yang
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dilakukan setip perorangan maupun kegiatan usaha yang dapat mengalibatkan
terjadinya pencemaran dan peruysakan lingkungan hidup. Dalam penegakan hukum
lingkungan, sanksi yang cenderong dipunakan adalah sanksi administrasi. Sanksi-
sanksi hykum administrasi yang khas, antars lain- "

1. Bestuursdwanp (paksaan pemerintai);

2. Penarikan hembali kepuiusan (kelslapan) yang mengunlungkan {izin,

pembayaran suhsid:);

). Pengensan denda adminestrasi; dan

4. pengenaan vang paksa oleh pemenntah.
Dan keempat sanksi di atas memiliki sifat reporatoir artinya mernulitikan pada
keadaag semula’ Jika dibandingkan dengan sanksi pidana, sanksi administrasi
iehih ditupukan kepade perbuatan pelanggarannya. Sedanpgkan sanksi pidana
ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman nestapa '

Terdapat peraturan  perundang-undangan lingkungan  hidup  yang
mencardumken dua sanksi, misalnya PP Ny, 74 Tabun 2001 temany Bahan
Berbahaya dan Beracun (PP B3) PPB3 tersebut mencantumkan Sanksi
Adrministras dan Sanksi Pidana. Dari pengatwran dua sankst yang berlainan, maka
sanksi yang lebib mcngutamakan tindakan preventif yang akan dilaksanakan
terlebih dghulu, Dengan demikien terdapat choise of sancticn (pilihan sanksi).

Penggunaan sanksi pidena dalam menangani petaku kejabatan linglungan
hidup haoya tertnju pada fungsi penjera dan nestapa secara sengaja Pada

prinsipmya penegakan hukum lingkungan kepidanaan ditwjukan kepade pencemar

" Philipus M. Hadjon, e al, Pengantar Hukuse Administrad Indoresia, Godjsh Mada
Uriwversity Press, Yogyakarta, 1957, b 245

Y Iid, b 247,
" rbid,
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dan perusak lingkunpgan batk secora senpaja maupun dilakwkan aksbat kealpaan.
Faktor perubahan sikap terhadap pencemar dun perusak hingkungan hidup adalak
twyuan diberlakukan sanksi prdana fechadap kejahatan lingkengan hidep.

Kerangks penegakan hekum lingkungan tethadap pencemar dan perusak
lingkungan hidup dilakukan secara prevennuf. Faktor situatief dan perbudtan yang
menjadi tuuan penegakan hukem. Kepenaan sanks prdara o dalam UTTFTH
dapatlah  digunakan nka perbeatan pelaku pencemaran danfatau  perusakan
{ingkungan hidup dinilai sudah membahayakan lingkungan hidup dan cukup
meresakan masyarakat Konsep berpiko tersebut sejalan dengan konsep asas
subsrdigrias. Tidak dapat menutup mata dengan keadaan (ersebul. Konsep hukaum
pidana swdsh teraniaya dengan karadter khusnya, yakni sebaga: pemben nestapa
seinaty alag dengan jargon kunonya sebagai “obat (crakbir” {wltimum remedim).

Berdusankan pemnikitan i atay, pergpusan sanksi pidiang yang terteany di
dalasn UUPLH harus memperhatikan kefektifan sanksi Jaimoya terutama sanksi
admimisias.  Lingkungan mdep kian han kian berubah mengu Kamat
keunckamgaman hayat. Indoncsia di tahun 1800 hingga tzhun 19260 masih
terkenal dengan hasil buma yang gemah lipah foh jinuwi. Subur akan kekayaan
alam dan keadaan rersebut dimanfaatkan para penjajah {Belanda, Portugs. dan
Jepang) mengincar bumt nusantara ini menjadi daerabh perdaganpan berbasis
pemyajahatt {negara keduad Kini, kemakmuran sersebut tinggal kemangan dan
menuje kergkusan manusia Keadaan tersebut tidak  perlu untuk  dijadikan
pemikiran vang tak henti-hentinva, Cekup menjads proses pembelajaman yang

menuju hat depan kita bersama {owr common fllure}
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Berdasarkan ome common future denpan berlandaskan only one carti,
bumi i adalah titpan anak cucu kna. Jika kehidupan vang & masa sekarang
sudah hancur sedikyt demn sedikit, apa yane dapat diberikan kepada genceasi
mendaizntg. e haove only one carth, bagaimanakah kondisi bumi saat ini
permasalahan lingkungan menjadi masalah intemasional, tetapr yang menjadi
permasalahan utama adalab mazalah nasional. Pencemaran ferhesar telab melanda
Indotiesia. Sumber pencemar berasalab dan investor asing. Lihatlab PT. Freeport
dan P MNewmont Minghasg Raya {NMR) Xedua pernsahaan tersebut
investornya berasal darl Amerika Senkat dan Eropa. Kejahatan lingkungan terus
melanda ketika sarona hukvmn administrasi tdak dapat ditegakkan Sanksi
pidanapun belum dapai dikatakan langsung dapat diterapkan jika sarana hukum
lainnya beium melgkgkan upaya )i coba hukumnya untuk menghukum peiaku
penceinaran danfalag petusakan hingkunpsn hidoap.

Penegakan hukwn lingkungan terbagi 3 (tiga). salah satu penegakan
hukwm hagkungan yang hingga saat im0 belum  menunjukkan  kontnbus
wujwdnyvata adalah  poncgakan hukum  lingkuogan  kepudanaan,  Koterkartan
penepakan hokum lingkunpan hanyalak pada permalasahon pencemaran yang
besar (dilakukan oleh industri-industri besar). Lingkungan hidup di Indonesia
yang rusak dan tercemar bukan hanya dapar dilakukan colet industri-indusiei
melainkan perorangan bak mdivigu maupun perorangan tetapt dilakekan secam
teropanism hinppa menimbulkan perteroran lingkungan di masa mendatang
Meskipun Pasal 4% mencatumkan badan hukum dapat dijadikan schaga pelaku

kejahatan linpkunpan hidup Canang kegawatan lingkungan hidup skan melanda
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Indonesia. Pencemar dan pervsak lingkungan sudah ndak dapat ditanpkap,
terlebih lagt proses hukumpun tdak dpjalankan cleh aparat penegak hukum
lingkungan. Ha!l tersebut ditahbiskan dengan adanya kurang péemahaman atas
pengertian hak atas lingkungan hidup yvang baik dan sehal penerapan sanksi
pidana dalam UUPLH sendirl kurang menjadi berfungsi pada saat terjadinya
pilihan sanksi terhadap pencemar dan perusak lingkungan. Ketentuan pidana yang
terdapat datasn UUPLH lebih bersifat absirak. Sehingpa jaksa beserta hakim yang
mengacditi kasus linghungan fidup lebih mendominasi terhadap penggunaan
sanksi pidana yarg dapat menguntungkan pelaku kejahatan lipgkungan meskypun
yang tersorot media yang lebih digunakan adalah sanksi pidanma, tetapi dalam
proses sesungguhnya masih benyak yang mengpunskan sanksi pidana yang
terietai di juar JUPLH.

Permasalahan hingkungan hidup yang sedang berbans amnan panpgng
menantt untuk penyelesaiannya tidak mendapat nomor undian uniuk secepat
mungkin ditangam. Kasus pencemaran songai hingga persampahan publik kota
saling bertautan magalah. Sarana perizingn lingkungan fclah punah dan
peradabaniya  Fenegakan hukum teradap penyimpangan sarana perizinan
lingkungan hidup masih lemah dan belum memberikan koninbus yang cukup
arti. Penepekan hukum lingkungan edministratif (administratiefrechielifk
riifieurecht) memponyal tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran
linploungan mefalui sarana  pengawasan {monitoring of observance) secara

preventif dan penerapan senksi (rhe wve of cobrinivtrative sgnofioning powers)
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secara represit, sebagaimana ditulis oleh J.B.J.M ten Berge (1994) atau Biezeveld
(1995).""

Uenpan demitkian, kebijakan lingkungan (environmenial poficyt dalam
mengpunakan  sankst pidana  dalam  penegakan hukum  lingkungan  perlo
diperhatikan. Penggunaan sankst pidana df dalam UTUJPLH masih memiliki
karakter wltimum remedivm. Th Belanda, sanksi pidana bisa primum remadium,
Perlu disadan berbagar kendala yang dihadapi penegakan sanksi pidana. dengan
tercanmtumnya asas suhsicharitas di penjelasan umem UUPLH maka, sanksi
pidana berfungsi sebaga) pemmjang hukum admimstrast semata,

Seperti yang ditulis Siti Sundari Rangluti (1996}, di Amerika Seriksat, The
MNewronal Kmaromental Policy Act of 1970 (NEFA), tidak mengandung ketentuan
oidana. D1 Belanda, Wer Alpeemene Bepalimgen Milieubohypiene fO80 semata-
miats mengaiur pengeielaan ngkungan secara sdmimstratt, Begiu puls er
Milieubcheer fY93 menpator pengelolaan  fingkengan secara komprehensif
tenitama  denpan  sistem penzinan  lingkungan terpadu  sebagal  mstument
mnanaemen nghungan. Di Jepang, Banc Law for Environmenial Protection [ 967
maupun yang bary Kanbyo Kiom Ho 1893 (The Bavic Eavironmenia Law of
199 3) tidsk mengatur sanks) pulana, ttap terdapat ondang-undang Xhusus berupa
The Low for the Punishment of Crime Relating to Environmental Protection.'®

Jika dibandingkan undang-undang lingkungan di nepara man di aas,

LMJPLH vanp telah memberikan pengaturan ketemiuan mdana harus dapat

w Suparto Wiove, Yhaxe Lirgkenagan dan Hajeh Huhumarpe, Airlatpes Umversity
Presa, Surabaya, 20005, h 162

¥ 1bid, hal. 160-161
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dilaksanakan denpan dikugi  peningkatan  penegakan  hukum  lingkungan
kepidanaan tanpz harus menunggy laporanfaduan dan korban Dengan demikian
kebijakan lingkungan {emvirommentid policy) memegang peranan penting dalam
penerapan sanksi pidana di dalam UJUPLH di lndonesia. Penegakan hukum
lingkungan {envirommenial law enforcement) mengacu pada penegalkan hukum
secara prevenif kemudian dengan dikut langkah represif,

Arti penting sanksi pidana dalam UUPLH adalah dituyjukan dajam
pencegaian dan penanpprlangan terjadinya pencemaran danfatav pernsakan
lingkungan hidup. Pasal 41 hingga pasal 48 memibika kekissatan mengikat untuk
setiap orang, baik vang melakukan perbuatan pidana secara personal maupun afas
dasar keyiatan badan hukum  Tindakan tata tertib telah diatur, berarni telah
memberikan keleluasaan terhadap pemiihan sanicsi pidana dan bertambahnya jenis
pidana yang dimasukkan di dalam ketentuin pidsna dalam UUFLH. Padahal,
selama inl dalam peraturan perundang-undangan vang sering digunakan adalan
pidan penjara, kurungan dan pidana denda Terdapat {erobosan barz dalam
pcReaturan sanksi pidana. Hal tcrschut cukup memberikan anti penting tersendin,
dalan mendngpuiang dan mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan sidak.
hanya dengan menerepkan sankst pidana semata. Tidaklah menrtup kemungkinan
tefjadinya pertmatan recidive atas pencemaran dan pemsakan lingkungan hidop,
meskipun sanksi pidana telah didayagunakan. Sanksi pidana yang terdapat &
dalam Pasal 4144 TTUPLH masih mengpunakan simftmaxima. Dengan demikian,
penjatuhan hukuman secara minimal sangat dimungkinkan oleh hakim dalam

memvonis terdakwa. Dengan peryatuhan pidana minimal oleh hakim, sifat jera



tidak lap menmadikan ciri khas sanksi pidana terscbut. Pasal 41 memberikan
hukuman midana peryara paling lama 10 tahun dan denda pabmg banyak Ep, S0
jula uniek persopal yang secara senpaja melawan hukum melakukan perbuatan
pencemaran  atau  perusakan  lingkungan,  Dengan  prdanz paling  lama,
kemungkiman terdakwa dapat mengajukan pledosi dengan penjatvhan pidana
serimgan-ringannya. 10 tahun hanyzlak dijadikan batasan lamg pidana, bukan
sebagai sifst penjera dan nestapa, Begitupun juga, pada pidana denda vang dapat
dimungkinkan dendz secara minimal, Denda Rp. 500 juta dapat berubah mentadi
Rp. | juta Kondisi demikian juga dapat terjadi pada Pasal 42 UUPLH. Fasal
lersebut membenkan mmsur kealpaan daiam melaiaikan perbuatan pencerraran dan
perusakan hnghkungan, Kealpaan melakukan pencemaran dan perusakan tdaklah
mudah unpuk dibuktikan oleh penvidik kepolisian, Perbuwlan pencemaran dan
perusakan lingkungan dapal dimengert oleh séliap manosia Baik yang, meomiliki
kedudukan tinggs atau < bawah. Sangat mustahil jika terjadi perbuatan kealpaan
dalam melakukan pencemaran dan perusakan, Karena pencemaran dan porusakan
suatu perbuatan yang dapat dilakukan dengan akal sadar manusia, Ketika
seseorang membuang sampah padn suatu tempat atau sinpal, maka seseorang
tersebut dapat mengetahui secara sadar jika perbuatannya dapat menimbulkan
kondisi lingkungan yang kotor dengan sampabh tersebut. Pasal 42 UUPLH
membenkan hukoman pidama penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 150 jta. Selin ite, terdapar unsur pemberatan jika dapmt
mengakibatkan matinya orang atau membual seseorang luka berat. 1nsur tersebut

tidak scharusnya diletakken pada Pasal 42 UUPLH, tetapi pembuat undang-
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undang menmnginkon umuk menutup celah hukum vange terdapat dalpm pasal
tersebut. Pandangan demikian sening dimanfaatkan oleh penjahat lingkungan yang
berkilah alas perbuatannya yang dilakokan karena kealpasn, Yang patul dicermau
dari ketenruan ptdana dalam UUJPLH adalah pengaturan sanksi prdanz dalam
Pasal 43 17IFLH. "asal tersebut memberikan pidana penjara paling lama 6 hingea
9 tahun dan pidanra denda paling banyak Rp. 36 hingea 450 juta. Dalam unsur-
unsur vang terdapat di dalamoya sangat tidak scbanding denpan pidama vang
diterima eleh pelaku. Jika dibandingkan dengan 2 pasal sebelumnya, unsur yang
terdapat di dalam Paeal 43 lebih rinci dan pada 2 pasal sepelumnya Dalam
pencrapannya, Pasal 43 UUPLH sering digunakan daripada Pasal 41 dan 42
LILIPLH. Sepert 2 pasai sebelumnya, Pasal 43 juga tidak mengetur seraftminimg.
Denpan demikian perly diatwmya serafminnng dalam ketentuan pidana
UUJPLH, yang digunekan ustuk menghingdar penjatuhan pidsng secses minimal

olel hakum.

24 Tindak Pidana Lingkungan Di Luar ULl No. 23 Tabun 1997 tentang

Pengelefaan Lingkungan Hidup.

Jitka pada sub-bab sebclumnya telah mengkaji tentany sankst pidana yang,
terdapat di datam UUPLH, maka pada sub bab terakhir ini mengkaji sanksi pidana
yang diatwr dalam peraturan perondanp-endangan lingkurgan hidep selain
UJUPLH. Selain peraturan perundanp-undangan, juga menpgkaji norma-narma
hukum yang terkait dengan permasalaban lingkungan hidup di Kitab [Tndang-

undang Hukum Pidana (KUHP).
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Dari hasil pengelompokan permturan perundang-undangan lingkungan

hidup, terdapat 7 undang-undang yang terkait dengan permasalahan lingkungan

hidep, diantaranya adalah sebazai berikur:

TABEL 2

Undang-undang yang Terkait dengan Lingkungan Hidup

Feraluran
F::;::;::‘ Pasal Unsar Sanksi Pidana
Linghungan Hidup i
LI Mo, 5 'Taimn Pagal 16 T Pidana denda Hp,
1983 apat (AR ;Tn;f 2 225 juta dan Rp
benilang Fomy (7). Pasal 17 3. melakukan Ckﬁp[ﬂfﬂi. dan T3juta
L ehaploftasi, mersak sens
Indonesia memusnahkan SDA hayati
tanpa izin,
LM Mo, 5 Takan Pasal 27 1. barangziapa; 1. pidans penjara
F9E4 2. senpaja alav kelalaian, 10 tabmn
tentang Penndusirian 3. melabukan perbuztan lidak dandatau denda
miciak sanakan upaya Ep. 100 jna I
keseimbangart dan kelestarian | 2. pidana kurungan
ST A serta pencegian 1 tahun dan‘atay
timbuloya kerusskan dan denda R 1 juta
f pencemaran linghungan
hidup.
1N No @ Talnas Paxal 24 I. harangsiapa; Dipidana penfara 10
1989 2, metakaican penangkapae dan | tahun danfziau
lenlang Ferikanan peribaclidavasm than demgan | denda Rp 100 juia
bahan danfatay sl yang J
dapat membaha yakan
kelestarian S0 dan
lingkungarmya,
L No. 5 Talun Pasa) 4 barangsiapa; L. pidans peojara 5-
1990 ; s-:ngaj::apar 10 tahue dan
temang Konaervaai 3. meliakikan pelanuran vang, pidana kurungan
Smbor [jeya Al mengakibatkan perubahan, e
Hayati dan merusak, gerfs mentusnabkan | 2 Pidanz denda
1. barngsiapa; L. pidara pemara L-
UL No. 41 2. senparm dan kelalaian, I.S takin
Tahun 1960 temang | Pasal7g | - TCTUsak prasarana dan syana | 2. pidana denda
Kt perlindungan tan, Rp 10 fotd
] menchang pahon, merbakar hingga 5 milyar
hrian
P! No. 7 Tahue 2004 | Pasat94 | 1. setisp oreng 1. pidana penjara 3-
temtiang Sumber Daya 2. sengaja 9 1ahun
Air 3. meogakibatkan nusaknys 2. pidana demide
sumber air, prassrans Rp. 50 puta— |
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| i penpawetan gir, kKenusakan Rp. 1.5 milyar

i i Tungsi abn, merugikan pibad

H l laan

| Pasal 95 | 1. sctiap orang . pidana penjara &
i b2 3t trukan-18 tahwn

3. mengakibatkan kerusakan 2. pidana denda

—— e rm— e [ e e

sumber daya air, dayz rusak By, 100-304 jrta

ait, kerusakan fonpsi air,

rtielakokac petetisahaan air

TAnpE 1Tin,

Pasal 96 I, Badun Bukuin Pigana denda dan
2. Perboatan yang dilarany ditambah sepertiga
| Fazal 94 dan 5 LM Mo 7 rlemnda yang

F , Thn 2004 dijatihkan

Urarl undang-undang di alas, sebagian besar menilikberatkan pelaku pada
haiimal barangsiapa yang dalam isiilah lcknis yoridis dapar berupa orang
perorangan maupun kelompok alay orang yang terorganisir atau dalam bentik
perkumpulan atau dafam sstu keglatan yang dipungsn oleh satu orang, Terdapal
perkembangan pelakn kejahatan lingkungan hidup yang pada mulanya berasal darni
UUPLH vang mencantumkan badan hukum dapat dijadikan sebaga pelaku
kejahatan hingkungan hdup scbagaimana tertuang & dalam Pasal 45 UUPLH,
Badan hukum dapat dijadikan sebagan pelaku kejahatan binpkuroan hidup mulai
berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan pencantuman badan hukum sebagai
pelaku kejahatan lingkungan hidup yang terdapat di dalam Fasai 96 UL No. 7
Tahun 2004 temang Sumber Drava Air (UUSDA). Pelaka kejahatan lingkungan
hidup vang tertuang dalam UUPLH mavpun yang terdapat di luar UUPLH, dalam
pelaksanasninya lebilt cenderng pada pelaku yang besifat padan hukum danpada
yanp dilakuian secara individu Dan heberapa kasus yang permah disehdiko dan
diproses Jalam persidangan, pelaku yang bersifat badan hukum lebih banyak

danpada pelaku yang bersifat indvide Padahal uwndang-undang v juar YUPLH
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lebih menitik beratkan pada pelaku yanp bersifat imvido, misalnyz: 17 No. 41
Tahun 1999 tentang kehutanan Konsep “barangsiapa”™ memberikan arh vang
abstrak (erhadap stapa pelaku kejahalan. Lain halnya jika dengan menpeunakan
wtilah “sethap omang” yang dapat memberikan arti pelaku secara konkot, Oleh
karena ity, dalam penznggulangan kejahatan lingkungan hidup lebih tertuju pada
pelaku yang bersifat badan hukuem ataw terofganisiss atau kefompok-kelompak.
Sehingga yane dapat dipublikasikan adalah pelaku dalam bentuk badan hukom,

konsep pelake dalam vndang-undang yang berada di dalam UUPLH
maupin Ji hear DUPLH sangat peclu difap dalam upaya pencrapan dan
penegakan hukumnye Jika konsep pelaku sudab dimenperti, maka konsep
peripuatan harnustah dikaji dengan hintas disiplin ilimu. Perbuatan yang ditekankan
pada UUJPLH maupun di luar UUPLH, mengarah pada perbuatan yang dilzkukan
securn sengaa (dofuy) alzu korepa kelalaian {oedpy). Perbuatan merusak iban
mencemarkan lingkungan dapat dipahami oleh s¢iiap orang terkecuali jika pada
din manusia ite mendapai kelainan jiwa atau pelaku masib minderjarig atau
belum dewasa,

Unsur-unsur tindak pidona yang terdapat pads undang-undanp di luar
UUPLH memberikan konsep perbuatan yang dilakukan dapat membahayakan
sumber daya alam maupun lingkungan hidup Mediz sumber daya alam yanp
dapas dijachkan sarana perusakan dan pencemaran hngkimgan hidup mular dan
tanah_ laut, udara_songai maupun air. Dari kegiatan yanp dapat membahayakan
kondisi lingkungan tersebut, dapat diancam pidana yang ditentakan sesual dengan

aturan hukum yang mengaturnys. Pidana yang dijadikan sebagat alat untuk
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pencegah serjadinya maupun untuk menjerakan dan menestapakan perusak dan
pencemar bertujuan secara represif bukan secars situatief. Sehingga penggunaan
ancaman pidana dalam memberikan jera pelaku kejahatan lingkungar di luar
UUPLH dimjukan uniuk menestapakan pelaku agar lebih menyadan dan
memberikan pendidikan akan kesalahan yang dilakukan. Arti penting pemanaman
sebuah pidana sangaflzh diperlukan dalam upaya untuk tidak salah menerapkan
dan menepakkan hukum pidana yang tertuju pada pengunzan sanksi pidasa dalam
menanggulang dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup.

Sebelum mengkaji sanksi pidana yang vexlapat di dalam undangundang
vany terkait demgan hingkungan hidup, maka perlu dipahami arti pidana 1w
sendin, Apakah hukum pidana im? Pertanysan ini sangat sulit untuk dijawab
dengan seketika, knrena hukim pidans memiliki banyak seg) yany masing-masing
mempunyai arti penting sendiri-sendiri.’’ van Bemmelen menunjukkan bahwa
hukum pidana 1tu sama saja dengan bagian lain dan hukum, karena seluruh bagian
hukum menentukan peraturan untuk mensgakkan norma-pocma yang diako cleh
hukwn ** Akan tetapi dalam sate segi, hukum pidans meryimpang bagian Lain
dan bukum, yaitu dalam hukwm pidana dibicarakan soal penambahan penderiiaan
dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun pidana itu mempunyai fungsi lain
daripada penambehan penderitaan dengan sengaja.’”

"7 Andi Harmzah, Asas—wsas Hukum Pidane, Rineka Cipta, Takaria, 1954, b 1.
" Ibid. b, O

1% Ibid h. 10
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Jan Remmelink memberi penjelasan kata Hukum Pidana. Pertama-toma,
digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-
syaratl apa saja yang mengikat negara. Apabila negara tersebut berkehendak uniuk
memunculkan hukum mengenai pidana, serta atucan-aluran yeng merumuskan
pidana macam apa saja yang diperkenankan, Hukum pidana yang berlaku atau
hukum pidana positif, yang sering juga disebut fus Poemale Tlalam kaitannya
terhadap peraturan perundang-undangan, undang-undang pidana tidak berlakn
kekal-sbadi, iagr pula bdak umiversal. Pada pnnsipnya, negara hanys akan
memberdayakan hukpm pidana dalam konteks kepentingan-kepentingan yang
dignggap menjadi bagian atan masuk delom masg lingkup mnggungjawabnya
Oleht karena jn, hukum pidana bukaniah scbuah prionitas utama dalam melakukan
penegakkannya. Dengan demikian umbul suatu pertanyaan yang memberikan
problemstik dimanakah fungs sankss priana My dalam menaggulang pencemann
dan perusakan lingkungan hidup? Hal tersebut diakibatkan adanya sifat sebagai
gkum publik yang menyebabkan untuk tidak dijadikan priontas utama. Lain
halnya jika menjadi hukwn privat, mengkin akae menjadi prioritas utama dalam
pencgekannya Dalam hukum privai akan lebih menitikberatkan pada kepeatingan
individu ymtuk upaya penerapan dan pepegakannya,

Pemikiran terhadap hukum pidana sebagai hukum publik membawa
dampak penting terhadap rindakan yang hanus diterapkan dengan tegas dan ditaan
dengan baik, akan menjadi lebik kurang berfungsi. Terlebih lag hukum pidana
memiliki tujuan sebaget penambaban denta dan nestapa semata. Pandangan

terhadap hukum pidana sebagat hukum publik jupa diongkap oleh van Hammel,



47

bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum  publik, karema
pelaksanaannya berada sepenuhnya ditangan pemerintzh, Pandangan serapa
dinyatakan oleh Simons. Menurutnya hukum pidana termasuk hukum poblik,
karens 1a mengatur hubungen kepentingen masyarakat serte hanya diterapkan jika
masyarakat sungguh-sungpuh memerlukan. van Hattum juga menpemukakan
pendzngannya mengenai hukum pidana. Bahwa huicem pidana dewasa im schagai
hukum poblik, vang merupakan perkembangan bane Hal ind  diakibatkan
dabilunya menjedi hukum privat, tetepi dengan mengencam pidena, tngkah laku
manusia bemrti negara mengambil alih tanggungiawab mempertahankan
peraluran-petatman yany tefah ditentukan. Selain itu, van Bemmelen mengajukan
pendapat bahwa hukum pidana merupakan witimmum remsediem (obat setakhir)®,
Artinya kaiaw bagian Jain dan hukoam udak dapat difitpgsikan daiam melakukan
penegakan noTMa-norma yang diskui oleh hukom, barulah hukum pidens dapat
difungsikan untuk meiakukan penegakan vang terakhir,

Pidana merepakan kamktenstik dan hukum  pidana, inllah  yang
membedakan dergan hukum perdata, Tujuan pidana tidak hanva dicapai dengan
pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang imat berupa tindakaco-
tindakan penpamanan Terdapat perbedaan mengenai penpertian pidana dengan
tindekan (moadregel). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa vang dikenakan
pada pembuat karena melakukan suaty delik. Hal imi bukan merupakan tupuan
akhir tapi mjpan terdekat, Jain dempan tindakan. Tindakan dapat berupa nestapa

juga hukan tujuan akhir, karena tindakan pada dasamya memihki sifat siuarief

® Kata “Obat™ yang terdetak di dalam kurung bukan memiliki acti sebagai obat umuk
menyembuhlan penyakit pads umumnya. Melainkan sebapat sarana sfan penanggulangan
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vang lebih baik dan awal).

Dalarm literatur bahasa inggris, tujuan pidana biass disingkat denpan 3
{tign) R dan 1 (zatu) D. 3 (tiga} R terschot adalah Reformarion, Restiaii, dan
Retribution, sedangkan 1 (sstu) D adalah Deferrence, yang terdin indmvidsal
deterrence dan generaf deterrence ™!

Reformarion berarti memperbatia atau merehabilitasi pelaku tindak pidana
menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat seperti keadasn sebelum
melakukan tindak pidana.

Restraint adalah mengasingkan pelaku findak pidanma dan masyarakat,
Dengan diasimngkan dan masyarakat, maka masyarakat akan memsa iebih aman
keadaannya setelah pelaku tindak pidana diasinghan,

Retribution ialah pembalasan terhudsp peluku tindak pidans yang telah
melalukan kejahatan, Pembalasan ini ditujukan atas tindakan yang telah
melanggar maupun melawan hukum secara sempaja atau tidak sengaja.

Deterrence berani menjera atau mencegab, schingga baik pelaim schagai
mdividu mawpun orang lain yang potensial untuk menjad: penjahat akan jera atau
takut untuk melakukan kejahatan jika melihat pidana yang dijatuhkan kepada
pelaku tindak pidana

N rhid b, 23,
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Teori tentang tujuan pidana semakin menuju ke argh sistem yang lebih
manisiawi dan lebil asonal. Terdapat 3 (tipa) golongan utama teorn untuk
membenarkan penjatuhan pidana, yakni:®

1. Tecri shsolut atan teori perbalasan {vergeldings thearion),

2. Teor relaut atau tnjuan (doel theorien); dan

3. Teon gabungan (verenigings theorien),

Teori pembalasan menyatakan, bahwa pidana ridak memiliky tujuan yang
bersifat prakts, seperti memperbaiki penjzhat. Pidana merupakan tunitutan mutiak,
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapt menjady xeharusan dan hakakat
dari pidana sendiri adalak pembaiasan.

Perkembangan  hukum pdana  unuk  memajukan  teorinya  adaizh
pembaharuan dari pemikiran kuno ke pemikiran yang lebih berkembang untuk
maju  Derkelanpnar. Hukum  pidena  dafsm  pandangan  masyarakal  swlah
memberikan jalas buntu (sarana hukun vang sudah tidak dapat berkembang untuk
lebih berfungsi dalam penerapannya) Seolzh-olah hukum pidana ditbaratkan
sanksi pidans. Porlu dibedakan antara hukum pidana denpan sanksi pidana dalam
kehidupan masyarakat.

Permikiman bukum pidana dan berbapai pendapal sarjana  hukum,
memberikan wawnsan, bahwasannys bukum pidana hanya memuliki tujvan
penambahan penderitaan dan nestapa secara sengaja bag pelaky tindak pidana

schingga melahirkan kontribusi pemikiman bagi hukum pidana sendin, yakni

2 hid b 31
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hukum pidana menjadikan sebugh ilmu hukwn yang daiam penerapannya sebagai
wirirunt remcditon (sarana terakhir),

Dengan demikian, sanksi pidana yanp terdapat di dalem UU No. 5 Tahun
1983, UL No. 5 Tahon 1984, U1 Mo. 9 Tahun 1989, 10T Na. 5 tahon 19949, U1
Mo, 4] Tahun 1999, dan U No. 7 Tahun 2004, diharuskan mampu untuk
berfungsi sehagaimana mestinya, Jika mencermati sanksi pidana dalam undanp-
undang tersebit, masing-masing menggunakan jenis sanksi pidana pemjara dan
pidana denda. Dalam sncaman pidara vang terdapat dalam utdang-undang
tersebut, tidak memgpunakan strafiminima tetapn  menggunakap  sistem
sirafimaxima. Lama pidana penjara dimulai dari | tahun hingga 15 whun pidana
peniara. Bahkan datam Pasat 78 UU No. 41 Tahun 1999 mencantumian ancaman
pidanz penjare 1 iahun Selain itv, kentenmiuzn pidans dalem TU No. 5 Tahua
1984 dan UU No. 5 Tahun 1990 jugs mengatur adanya sanksi pidana denpan
ancaman pidana Kurungan 1 tahun,

Penentuan ancaman pidana dar peraturan perundang-undangan di atas
dapatlah dikaji berdesarkan bentuk  tindak pidaranya Schingga pidana
difungsikan sebagai pengancam perbuatan yang dilakukan secars sengaja mavpun
olel karema Kealpaan. Jika mengaco pada teon pembalasan, pengpunaan sanksi
pidana terhadap pelaky tindak pidana linglungan hidup yang terdspat di dalam
IJUPILH maupun di fuar 17UJPLH, pidana lebih ditgukan pada tuntutan mutlak
bukan untuk tuntutan praktis. Tujuan pidana sebagai penjera dan nestapa semata
lehih memberikan 2 penting daripada perubahan sikap dan sikap jahat ke sikap

yang lebih baik Dan teori pembalasan tersebut dapatlah dipaham: pada
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hakekatnys pidana merupakan pembalasan, Pembalasan yang diterapkan pada
kasus tindak pidana linpkungan tidak dapat digunakan secars prakiis tetapi hanva
sehagal tupuan mutlak. Perlu dimengery adanya funpst sebagal pencezsh dan
penangoulangan dengan sebagal pembalas dan sanksi pidans, jiks membenkan
hukuman terhadac pencernar atauw perusak lingkunpan hidup yang dilakukan
dengan senpaja atau dengan alpa harus dibedakan pencrapan dan penepak sanksi
mdananva, Setiap orang vang melakukan penebangan kayu v hutan demn
mencukum kebutvhan dapur keluarga tak patut digunakan sanksi pidana sebagat
pembalas melainkan digunakan untuk pencegah atau penanggulangan Fungsi dan
pengeunaan sankss pidana dalam tindak pdana imekungan mdup ditupukan secam
prakus. Keyahatan lingkunpan lain dengan kejahatan dalam bentuk KUHEP. Proses
penerapan dan penegakan hukumpun cukep berbeda.

Jan Remmelink berpendapat, hukurn pidans ditujuben ootub meepakkan
tertil hukum, melindung mm&}'arakﬂt.” Ferlindungan alas wrtib hukwn prdasa
datam menyalankan pidana tidaklah mudaly entuk diterapken dalam tindak prdana
hngkengan hidup Porlu disadan dan pengelolaan lingkengan hidup dalam
penepgakannya, bhagaimana untuk mencepah dan menanppulangm  tegadinya
pencemaran dan perusakan mphungan, Disampene 1o, hukum pidana memiik

tujuan bukan untuk dirinya seadici, namun memiliki funpsi pelayznan sasgial. ™

™ Jan Remmelink, Hukem Pidana, Kementar atas Pasal-Fasal Terpentdng dari Kirah
Undang-Iindampe Hukum Pidana Belawda dan Podemoraya dolom Eial Usdong-Ceduey
Hukum Hdans frdapeong, Gramedia Postaka Utaa, Jakarta, 20633 h 14

M tbid, b 15
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Keterkaitan  hukum pidang  dalam  melakukan  pesepakan  hukum
lingkungan bukan hanya memberikan derita dan nestapa wrhadap pelaku tindak
pidana linghunpan hidup, tetapi untik menanppeulanpi dan mencegah Lerjadinya
kejahatan lingkungan hidup sanksi pidana merupakan sarana yang bersifat
represif. Dengan demikian, sanks admimstras: letuh droamakan karena memilika
karakter situatief (berkenzar dengan keaduan ataw sttuasi tertentu) dan bersfat
prew:mfﬁ:j Sehinggza sanksi i memiliki tyjuan untuk memperbaiki situasi
teriente. Sedangkan pada unsur kesalahan pelaku tidaklzh begity penting. Selain
itu, proscs persidangan pidana yang ternlang lambat dan rumit serla harus
diprakarsal oleh jaksa, Untuk itu dipezlukan proses copat, tingkat dasar permikran

tnilah yang mewujudkan terbentukaya asas subsidiaritas,

* Ihid, b 16
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BAB 11
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM LU NO. 23 TAHUN 1997

TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDLUP

1, I.andasan dan Fungsi Hukum Lingkungan dalam Penerapan Sanksi
Pidana pada Ul No. 23 Tahao 1997 teatang Peogelolaan Lingkoongan
Hidup.

Pencegahan dan penangguianpan pencemaran  danfatau  penusakan
lingkungan hidup memerlukan ketjasama para ahh hngkungan dan berbaga
disiplin ilmu. Masalah itagkungan hidup dapat ditinjau dani aspek smedik,

f

planolams, 1eknologis, teknik lingkungan, ekonomi  dan hukum. " Dalam
pengelolazan lingkungan ridaklah mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ni bukan
berarn bahwa ahli hukum dapat mengatast masalah lingkungan terlepas dan
desiplin ilme lain yang berkaitan dengan bidang hingkungan.

Hukum Lingkungan I:ruk&.ﬂ hanva memiliks fungs hokum  sebagar
pelindung, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (secia! conrrof) dengan
peran agers of siabiliry, tetapt sebagal sarana pembanpunan {a foo! of social
engineering dengan peran sebagai agent of development or ogent of change ™

Ruang lmgkup Hukum Lingkungan berkaiian dengan dan diteniukan oleh
ruang lingkup pengelolaan lingkunpan Hukum Lingkungan merupakan samna

hukum yang dapat memecahkan permasalahan pencemaran dan perusakan

—_—

* Rirt Sundari Rangkoti (1), ap.cit, b

¥ 1did, h. 2
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lingkungan dengan mengendalikan pencemaran danfatan perusakan lio an
hidup secara muitidisiplinier. Sebagai disiplin ilmv yanp sedang berkembang,
sebagian besar materi Hukum Lingkungan merupakan bagian daré hukum
administrasi (administratiefrecht), yang oleh Stellinga diartikan sebagai:

.het vecht dat regels geeft voor het handelen van overheidsorganen ter
witoefening van de vier functies: bestiur. pulitie, weigiving en rechispreat,
alsmede voor het optreden van de burpers ter sitoefenig van hun staatsrechitelijk
bevoegdheden en ter nakeming van um stawsrechtelifke verplichtingen.

Twjuzn wama dari hekom Engkuogan dalam pencgakannya  adalab
mencegaht dan menanggulangd lenjaditya pencemaran dan penusakas lingkungan
Oleh karena itn, konsep awal hukum linglungan adalah pengendaliar dan
pencegahin  iethadap pencemaras dan perusakan |mgkungan. Atas dasar
pemikiran tersebut, d1 dalam peragrai kedva bagian akhir penjelasan umum
UUPLH memberikon  pejelasan bahwasannyz  sebagai  penuyang  bakoousy
adminisiasi, keberlakuan hwkurn pidana memperhatikan asay swbsidiaritos.
Maksud penggunaan asas subsidianitas adalab hukum pidana hendak digunakan
jika sanksi dani bidagg hukum lain, seperti sartksi administrasi, sanksi perdata, dan
alternatif peayelesaian seaghketa lingkungan hidup tidak efektif danfatau tingkat
kesalaghan pelaku relatif berat dan/atas akibat kerusakan hingkwngsn sudah culoup
parah dan menimbulkan keresahan bapi masyarakat Dalam  mejakukan
penyelesaian sengketa lmgkungan, fujuan utima yang dipikirican oich konseptor
UUPLH adalah upaya untuk menyeleszikan sengksta linghkungan hidup di luar

peradilan dengan cara kesepakatan antar pihak yang bersenpketa. Pemikiran

* fbid, b 3. Lihat juga IR Suallinge  Gromtrekken vam her Nedberlands
Administravicfrecks, W.F.) Tjeank Willink, Zwolle, 1973, 5. 5.
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tersebog cukup memberkan pengertian derpan maksud permasalakan |lingkustgan
harus cepat terselesaikan yang disesnaikan dengan pengelolaan lingkungan
beraawasan pembangunan berkelanjuian {sustainable development).

Tindzkan perubaban tethadap keadaan yang buruk merupakan konsep
hukum lingkungan yang berlandasksn nnmik  mewwjudkan pembangunan
berkelanyutan, Hal i dititvkberatkan, karena pengelotaan lingkungan memiiki
hubungan yang erat desgan pembangunan berkelanjutan {sustainable
devefopment}. Sehingga peagelofaan lingkungan secara terpadu lebih dimtamakan,
Faktor situatief yamp lebiin banyak berperan dalam kajiannya. Disamnping i,
upaya perdamaian dan penyelesaian sengketa secara singkat dan cepat dalam
menangani pencemaran dan perusakan lingkungan menjadikan kebutuhan untuk
menanggrulangr lingkungan yang tercemar dan rusak agar cepat terselesaikan.
Konsep demikian banyak memberikan suate keuntungan yang positif, yakni
permasalahan cepat terselesaikan dari perpanjangan konflik hukum dan upaya
pencegahan serta penanggulangan secarz dini agar lebih cepat terwujud.

Pengelodaan lingkungan delam hukum lingkungan memberi pengaruh
sccara besar delam upaya penanganan pencemaran dan perusskan lingkungan.
Dalam penerapan konsep tersebut, sangatlah sulit antuk diwsjudnyatakan secara
terbuka. Berbagai pencemaran dan peruszkan masih menghiasi Indonesia. Hukum
lingkungan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, kurng ditmimati olch
disiphn ilmu bukum lainnya. Schingga penegakanoya lerbslang sangat Jemah dan
kompleks. Pemandanpan tersebul dapatlah  diamati  bagaimana proses

penyelesaian kasus pencemaran Teluk Buyat, Filepal Loging, pencemaras di Teluk
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Jakarta, dan Sungai Citanun, Kali Surabaya, dan Kalimas yarg kian kan Kian
tercemar oleh bmbah domestik maupun limbzh indestri, Perwvudan terhadap
penggunaan asas subsidiaritas dalam menyelesatkan sengketa lingkungan hidup
diperkuat dengan dicanturnkannya t (sam) pasal, yakni Pasal 31 UUPFLH yang
menyatakan, bahwa.

Penyelesaian sengekta  lingkungan  hidup  di luar  pengadilan

diselenggarakan woluk mencapai kesepakatan mengenai bentek  dan

besamya ganti mipi danfatau mengenai tindakan akan terjadieya atau
ierulangnya dampak negalif lerhadap finglungan hidup.

Norma hukum di alas, memberikan jalan bags para pencemar dan perusak
lingkungan hidup untuk berlanggungiawab secara langsung lerhadap masayarakal
dan perbaikan Lingkungan tudup secara dini dengan upaya pemberian ganti rugm
atas findakan vyang dilakukannya Kesepakatan adalsh prinsip dasar yang
digunakan dalam melakukan penyelesaian sengketa. Dari nomaa hukum tersebut
tidakiah mencantumkan prinsip-prinsip bukum iipgkungan dalam pengelolaan
lingkungan Padz dacarnya, pofhuter-pays principle (prinsip pencemmar mesahayar)
tidak diterapkan dan dimengerti makna penggunaannya i dalam peranpkat afuran
hukum lerlebih lagi di dalam UUPLH.

D awal peoulisan hingpa awal bab iai telsh ditandaskan bahwasannya
penegakan hukum lingkucgan teriuju pada pengelolaan lingkungan hidup secam
terpadu. Dalam pengembangannya, penegakan hukum lingkwngan darl berbagai
disiplin ilmu hukum masih kurang menyeluruh. Tercantumkan asas di dalam
penelasan umuet UUPLH. Asas tersebut masih mengesampingkan sans disiplin
iimu hukum (pidana). Keberadaan asacs tersebut memberikan penjelasan yang

sahgat herarhi bagi penegakan huokum lingkongan. Di dalam penerapannya,
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penegakan ganksi administrasi dalun upava penyelesaian sengketa lingkungan
lebih mendominay:, Kepyatzan sepertt in) fidaklah perlu untuk dinisankan bahkan
untuk diperhincangkan. Telah dwngkapkan bahwa kajian hukum lingkungan
merupakan ruang lingkup hukum administrasi. 13 dalam pengelolaan lingkungan
diperlukan tzin lingkungan, mulal 1zin AMDAL, 2 IPAL, izin IMAL, hingga
iztn #npor B3 dani luar negeri. Oleh karcna itu, penegakan hukom Imgkungan
febih mengarah pada penerapan sanksi administrasi terhadap pencemar dan
perusak kngkungan hidup.

Penelaahan  tethadap UUPLH  dalam  penyelesaian  permasalahan
lingkungan hidup dapatiah diamati di dafam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3). Kedoa
ayat tersebut lebih mengutamakan upayas preventif duri pads represif dalam
melakukan penyelesaian pencemaran dan perusakan lingkungana oleh pencemar.
Tindakan paksaan untuk melakukan penyelamatan, penanggulangan terhadap
perbtiatan pencernar. Disamping ttu, upaya penyclamatan dan penagpuiangan
dapat diganti denpgan pernbayaran scjumlah vang terlentu. Pemikiren seperte ing
menimbulkan  betapa  ketidakseriusannya  para konseptor 1JUPLEF  dalam
memberikan upayz untuk melakukan penvelamatan dan pencegahan terhadap
kegiatun yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup. Oleh karena itu, muncul asas subsidiaritas dengan cara mengesampingkan
penegakan hukum lingkungan kepidanaan secara dini.

Pengendalian dan pencegahan  pencemaran  lingkungsn  secara  dim
sangaliah diperlukan sesuai dengan lujuan daf penegakan hukum lingkungan.

Pererapan prinsip-prinsip pengelofaan lingkungan sangat dibotubkan dalam vpaya
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penyelesaian kasus-kasns pescemaran dan perusakan lingkungan hidup yanp
sedang meluap di Indonesia. Penerapan asas subsidiaritas terhadap penyelesaian
sengketa linpkungan hidup di lndonesia salah sato tangkah awal dadam keterkaitan
para pihak yang bersengketa lingkungan. Tujuan dari penggunzan dari asas
tersebut diharapkan upaya penyelesajan yang tercepat dalam pengelolaan
lingkungan pasca terjadinya kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Konsep hukym lingkwngan dalam pengelolaan lingkungan hsdup yang
berwawasan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup biasanya
diartikan sebapai upaye mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan
alam dan bertujuan untuk mendapat koalitas lingkungan hidup yang mampu
memberi dukungan maximem dan beemutu bagi kelangsungan penikehidupan:
Errvorinmenial Managemant i a concept of managing humar affairs in such a
way that binlogical kealth, diversity, and eeological halance will be preserved. ft
ix concerried with providing a congruons and workable amterface hemween men's
sacctivity and nature.”” Pengeotean lingkungzn hidup berkaitan denpan vpaya
meningkatkan hubupgan yang harmonis antara kegiaten manusia dengan atam
sehingga koalitas manusia dan kualitas kandungan alam menjamin kehidupan
yang berkelanjitan.

Drar: hasil seminar pemikiran perubahan UUPLH tahun 2003 memberikan
pardangan erhadap keadwan sumber alam dan imgkungan hidup, yakni: hutan

tropika yang mencapai 113 jutz ha, telah amat berkurang baik fuasrya maupun,

P KLH, op.eit,, b 15,
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muunya. Semus Kawasan hotan indeng vang fuaspya 30 juta telah menpalami
kerusakan parah. Kawasan kKonscrvagi alam lwasova 23 juta ha juga meagatani
kenisakan yang cokup parah akibat penjarahan. Sedapgkan kawasan hutan
produksi yang luasnva 60 ana ha, tinpgal 183 jma ha yasg viuh. Bagaimana
keadaan perairan laut? Terumbu karang sudah mengalami kerusakan yang amat
parah baik yang terletak di Lawt Jawa, Selat Malaka, Kepulauan Matuku bahkan
Lamtan Araferu. Daerah Aliran Sungai {DAS) 1elah banyak yang mengalami
kermusakan baik dari daerah hulunya maupun hilimya yang disebabkan perluasan
tanah kosong dan penggalian bahan palian pasir dan bafu di sunpai-sungai.
Sementara itu, lingkunpan hidup juga mengalami penurunan mutunya, antara lain
terjadinya pencemaran sunpai yang diazkibatkan olek limbah industvi maupun
limbah domestik. Pencemaran udara dan buanpan pax dar tndustn dan sistem
kendaraan bermotor. Akibat kerusakan tersebut terutama terasa oieh masyarakat
berpenclapatan rendab, karena kualitas daya dukung lingkungan yang rendah
sehingra menmgkatkan tistko dan braya mdupnya. Kualttas somber alam dan
impkungan yang rendah juga wmenimbulkan kesutitan dalam usaha ckonomi dan
perturnbuhan karena biaya pembangunan akan semakin tinggi dengan hasid yang
semakin sedikit.

Magzalah lingkungan tidak gelesal denpan memberiakakan vndang-undang
dan menyediakan dana uniuk melaksanakannya. Penctapan suatu undang-undang
yang mengandung instrumen hukuem masih disji dengan elemen pelaksanaan

fuifvoering atay implementofion) dan penegakan hukum (handhaving alau



enforcement) vang merupakan bagian dari mata rantai pengaturan {regulatory
ehain) pengelolaan lingkungan,™

Usaha pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu diharapkan dapat
menyelesaikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup. Penerapan sanksi pidara sebagal upaya ataw langkah awal dajam
menegakan hukum kngkungan terhadap pencemar dan perusak Lingkungan sangat
dibwtshkan bapi pihak-pihak wang terkait dalam sengketa lingkunpan. Telah
ditandaskan, bahwa manusia samgat wmenggantungkan lingkungan hidup.
Pengetolaan lingkungan hidup merupakan upaya mengatur hubungan manusia
dengan lingkungan hidup.

Lipaya-upaya penerapan terkadap penpaturan hubungen manusia denpan
lingkengan hidup drbutubkan kedisiplinan datam pemahaman dan pemaknaan atas
pengeloiaan  lingkurpan  hidup. Peluang terhadap penyelesatan senpkela
lingkungan hidup seczra mandin oleh para pikak yang berscngketa adzizh langkah
awal yang patut dikembangkan dengan herkelanputan dan mesnberikan hazil yang
baik terhadap pengelolaan lingkungan. Tak jarang permasalahan lingkungan hidup
dapat terseiesaikan dengan cepat dan memberikan has® vang baik  bag
pengelotaan  bingkungan hidup. Perselisihan kasus pencemaran Teluk Buyat
hingga kini belum memberikan putusan yzng bersifat final menwju  aksi
wijudnyata dan putusan hakim.

Hukum hinghungsn schagai pedoman dalam pengelolaan  impghkungan

berwawasan pembangunan berkelanuian belum memberikan arti penting di dalam

U 1bid b, 14,
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penegakannya, Pengedalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup secara
terpadu bukan lagi fenomena vang baru daiam pengelelazn lingkungan hidup.
Hingga memunculkan asas pemberlakuan terhadap penegakan hokum hinghungan
berasaskan subsidiaritas guna menyclesaikin sengketa hngkungan,

Hukum lingkungan datam penerapan asas subsidiaritras merupakan kajian
dalam penpelolzan lingkungan sebapai pemecahan dalam menyelessikan sengketa
lingkungan hidup. Landasan pembangunan berkefanputan yang menpadikan
wawasan pengeiolaan lingkungan mergpakan konsckuensi diri penerapan asas
subsidiaritas. Penerapan asas subsidiaritaz sebagai penunjang pemberlakuan
sunksi sdministrasi dan sanksi perdata dalam pencpakan hukum lingkungan.
Kedoa sanksi terscbut memberikan jangka wakiu yang relatif singkat dalam
pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, Hal tersebut disesuaikan denpan
prinsip penpelolaan lingkungan hidup yanp lebih menitikberatkas  untuk
mengendalikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan peresakan {ingkungan
daripada penégakan secara represif. Berdasarkan  wawasan  pembangunan
berkciamutanlah pengelolsan lingkuengan secara terpadu diutamakan dengan
penggunaan asas subsidsaritas.

Dari pengembangan disiplin ilmu hukum antara hukum pidana dengan
hukum lingkungan dalam mewujudkan pengetolaan lingkungan yang berwawasan
pembangunan berkelanyutan melahirkan asas subsidiaritas scbagal wujudnyana
atay langkah awal dalam melakukan penegakan hukum lingkungan,

Hukum pidana daiam melakukan penegakan bukum lingkungan sebagai

aflat penegak huhum di dalam mepangani kasus lingkungan secara represii.
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Dengan menggunakan sifat vang represif, penegakan hukum lingkungan
kepidanaan memiliki peran dalzm memberikan jera dan derita terhadap pecemar
dan pervsak lingkunpgan hidup. Oleh karena itg, di daltam melakukan penepakan
hukum lingkvngan pengpunaan hukum pidana menjadi sarana terakhir seperti
yang menjadi substansi asas subsidiaritas.

Hukum lingkunpan merupakan pangkal tolak pikir dalam melakukan
pengelolaan lingkungan hidup yamg berwawasan pembangunan berkelanjutasn.
Terdapat 3 {tiga) penegakan hukum lingkungan, yakni:

I. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi;

2. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan; dan

3. Penegakan FHukum Lingkunpan Kepidathaan,

Ketiga penegakan hukum lingkungan tersebut, yang paling berperan di dalam
mencepah dan menanggulangl terjadinyz pencemaran dan peruszkan adafah
penegakan hukum lingkungan administrasi sedangkan pada pepcgakan hukum
lingkungan kepidanaan sebapai upaya untuk menepakkan para pencomar Idan
perusak  tingkungan, Telzh dibzhas di dalam sub masalzh bab ini, hukem
lingkungan  lebih  menttikberatkan pada pencegahan dan  penanggulangan
terjadinya pepcemaran dap pemusakan Dingkungan. Hal i menjadi Jandassn
lahimya asas subsidiaritas di penjelzsan umum TRIPLH. Aspek keperdatazn
mrrapakan salak satu aspek vang memberikan funtutan gants rugi alas terjadinya
pencemaran dan perusakan hinghungan hidup.

Penggunaan hukum lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan

scbagai upaya dalam melakokan penjeraban derita semaia. Sehingga (ujuan
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didafam hukum lngkungan lebth mengkhosuskan pads aspek situatief yang
mengarahkan pada perubahasn kondisi lingkungan pasca terjadinya pencemaran
dan perusakan hingkungan hidup. Pengan demikian kedudnkan hukum pidana di
dalam hukum hngkungan merupakan sarana penegakan hukum lingkungan
terakhir. Asas subsidiaritas merupakan wuudnyata yang memberikan penjelasan
dalam penggunaan ftukum pidana di dalam penegakan hukam lingkungan.

Terdapat beberapa pengesampingan dalam pengpunasn asas subsidiaritas
Jika hukum pidanz digunakan. Huokum pidans dapatah didayagunakan jika
daimpak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah relatif berat. Seifain
sie, perbuatan pencemaran das perusakan lingkungan hidup meapgakibatkan
keresahan masyarakar. Dari keadaan i, dapatlab hukurn pidana memihki peran
utama.

Pemberiakuzn hikum pidana sangatlah ditentukan dan tingkat pencemaran
dan keruskan lingkungan hidup. Hukum lingkungan sebagai pengendali dan
pencegak teradinya pencemaran dun perusshan linghungan menjadi landasan
wiama sebagat upaya pencgakannve. Keterbatasan di dalam metakukan penegakan
tersebut, hukum pidana bukan berarti menjadi penegakan hukum lingkungan
keduoa. Melamkan di dalam melakukan peregakan hukum hingkungan kepidanaan,
prinsip pengelolaan lingkungan menjadikan pedeman df dalam menjalankan

fungsi ilmu hukumoya.



2. Kendala-kendala Penerapan Sanksi Pidzoa Dalam UU No. 23 Tahun

1997 tentang Perpelolazo Linghunpas Hulup.

Pengawran sanksi pidany di dalam  peraturan  perundang-undangan
lingkungan hidup dibuat untuk ditegakkan tetapt tidak sebagai sarona penakut
bagi calon pencemar dan perusazk lingkungan hidup semata, ’enerapan sanksi
pidanz yang tercantum di dalam UUPILH sangat ditentukan oleh keaktifan parz
aparat pencpak hukum fingkongan, antara fam adalah polisi, jaksa, dan hakim.
Dari ketiga aparal penegak bukum tersebut, pihak kepolisiantah yang memiliki
peran pertama dalam mengungkap serta menangkap pelaku kejahatan lingkungan
{penccmar dan perusak lingkungan hidup). Sedangkan Hakim merupakan penentu
terhadap penerapan sanksi pidana, Rerlandaskan dengan hak atas lingkungan
htdup yang baik dan sehat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 28 H LD 19435,
pthzk kepolisian  dihareskan lebih berdisiplin dini untuk  mengembangkan
operasionalnya dalam menangani permasalahan kepahatan lingkungan. Dt daiam
realitas, penangansr dan tindak lanjut atas pencemaran danfatau perusakan
lingkungan hidop dapatlzh ditangani dan diselidiki jika prhak kepolisan teiah
mcndapat laporan adanyz pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain
rtu, kondisi lingkungan hidup yang cukup mercsabken masyarakat juga menjadi
pangkal tolak untuk melakukan penvelidikan. Alhasil, hak atas lingkungan hidup
yang baik dan schat sontak berubah memjadi hak untuk melaper dan mengadu atas
terjadinyz pencemaran danfalau perosakan limgkungan hidup. Pasal 28 H UUD
1945 Pazal 9 TNITHAM dan Pasal 5 UL/FLE hanya mengatur hak atas linghungsm

hidup yvang baik dan sehal bukan hak unfuk melapor alas lerjadinya pencemaran
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lingkungan hidup. Dengan demékian telah terjadi kesalahan interpretasi morma
bukum.

Penegakan hukum lingkungan (Siraffrechiclitk milicurechs) di Indonesia
belum menunjokkan tingkat keberhasilan dalam menphoknm pelaku kejabaian
lingkunpan. Terdapat berbagai kendala dalam penerapan sanksi pidana, salah
satunya adalah cara membuktikan adanya unsur pencemaran danfatau perusakan
lingkungan hidup haik melaiui media air, ndara, tanah maupun hutan. Pembuktian
di dalam pencemaran dan/alau perusakan {ingkungan hidup di Indenesia tergolong
magalah yang kompleks. Hagaimana tidak hal im terjadi, indusiriawan-
industriawan di indonesia sangat Mncah dalam mengambil celah-celah hukum.
Tengoklah tragedi Freeperi hingga tragedi Newmont Minahasa Raya (NMR). Para
pengusaha-pengusaha kapitaiis tersebut saling lempar hur mauinya (limbah)
kepada masyarakat sekitar. Suzty canang kegawatan kedya menuju kiamat ehologs
bumi Indonesia, mahkota Gunung Esrsiberp-Grasberg telah dipangkas habis-
habisan dan Tejuk Buyat menjadi wadah penampungan limbah cair. Tak hanya
cukup melepaskan mahkota sang gunong, tetapi juga mencun dengan political
legisiation yang membual berlubang sang gunung tersebut. Lobang gunung
diperkirakan hingga 2-2.5 km. Puncak Catzen dan lembahk Wanaghon akan
menjadi gunung yang gendul akibat ulzh pertambangan PT. Freeport yang
merepotkan  lingkungan  hidup.  Menorut  Puusan PTUN fakana Mo,
053G/ 1995/i/PTUN Jakarta, memberikan penjelasan babhwa: pertambangan PT.
Freeport menyebabkan perubahan ekosisten [ingkungan Wanaghon, Olomana,

dan Aijkwa. Akankah pemandangan tersebui terus memberikan cengkraman jiwa



46

suku Amungme-Kamoro, Ersberp-Grasherg? Perlu diingat, bumi isi hanya ads
satu {(onfy one eqrth) dan titipan uatuk anak-cucu generas: mendatang (the futere
generation). Periu ditandaskan, Lingkungan hidup tidak hanya untuk pemenuhan
kebutuhan hidup generasi saat ini mnelainkan juga untuk generasi mendatang. Hal
tersebut sebagaimana di dalam Rio Declaration dinyatakan sebapgai berikut:

The right to developmert must be fulfilled 5o as equitably meer

development and environmental needs of present and future generation.

(Principle 3)

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup sangat diharapkan guna
generasi memdatang. Oleh sebab ww, penanggulanpan pencemaran danfatau
perusakan lingkungan hidup dibaruskan memitiki aksi wujudnyata. Permasalahan
lingkungan kidop sudah menjadi permasalahan yang tidak ditindakianjuti secars
dini. Ferlebih lagi deiam proscs penegakan hukum ingkungan kepidanaan,
perbuatan yang diakukan oleh pencemar tidak sebanding dengan upaya
penyelesaian sengketa lingkungan. Sanksi pidanz sebapai penyelesaian paling
akhmr, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penegakan hukum. Hal ini
didahulukan dengan upaya-upaya yang lebih bemsifat prevestif’ (porubahan
terhadap kondisi ingkungan) dan pada upaya represif.

Di kota Surabaya, pencemaran danfatau perusakan lingkungan tclah
menjadi permasalahan schan-hari pemerintab kota dan proges penyclcsaiannya
masih menggunakan metoda pengawasan dan pembinaan terhadap pencemar dan
perusak hngkungan., Kondisi demikian adalah langkabh awal dalam
penanggulangan pencenmaran dan/atau pervsakan lingkungan. Dengan betiujusn
voluk merubah kondisi lingkungan mentadi lebih baik daripada menangkap
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pencernar dan memejzhijaukan pencemar. D bawab int adalak data kasus
pencemaran hingkungan hidup yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup kota

Swsbaya, sebagai berikut:

TABEL 3
Kasus Pencemarzan Lingkungan Hidup di Surabaya dari Tabun 2003-2005
[ FT;]:::; Jumlah Penepakan Hiakum Tindak Laniut !
l Pencemaran Dhginiong 8 . W &5 "7
4 kasus yang dilakukan ! Dilakukan konrdinasi
peocgakan twkum | anlara Dinas {ingkunyan
2003 5 kasus lingkungan kepidanaan FHidup keta  Nurahaya,
Bappedal Provinsi JATIM,
. 4 dan Folsek Kungkut
2 hmsus vang ditakukan . |
2004 12 kasus | penegakan e ’2:’; i ity dikan
lingkungan kepidanaan B o
5 pencemar yang -
Januan s'd dilakukan penegakan " -:Ialm:r{ R penyidikgs
. hepolisian; dan
September 22 kasus hukum lingkungan 3§ el "
2005 Administrasi dhin | < e
Etenaan _ ) P

D Dinas Linglungan Eidup Kot Suraheya

Jika mencermati data penegakan hukum Fngkungan pada tabel di atas,
cukup memberikan penjelasan bagi proses penyelesaian sengketa linpkungan.
Mulai tahun 2003 hingga bulan September 2005, hanya 3 pencemar yang baru
mendapat pencgakan hukum  lingkungan batk secara administrasi maupun
kepidanaan. Dan data bulan September 2005, tindak lanjut atas tewjadinya
pencemaran di keta Surabaya yang mendapat perhatian das dinas lingkungan
hidup kola Surabaya hanya memherkan tindak lanjut berupa pembinasn dan
pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang masih menjadi acuvan den dinas
ingkungan hidup kota Surabaya dalam meclakukan pengefelaan lingkungan hidup.
Dengan pemikiran seperti itu, penegakan hukum finghungan administrasi tidak

menjadi cfektif, yang pada dasammya hanya fertuju pada pengenaan sanksi
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administrasi semata bukan pembinaan dan pengawasan. Dalam Pasal 22 kingga
Pasal 24 UUPLH diatur mengenai penataan lingkungan hidup erelalu
pengawasan. Pengawasan yang temera dalam UJUPLH merpakan langkah
preventif secara dind dalam memantau perkembangan lingkungan pada kegiatan
danfatau usaha vang dapat memmbuikap terjadinya pencemaran danfatau
perusakan lingkusgan hidup. Disamping itu, pengawasan merupakan alal utama
dalam mengendalikan dampak  lingkungan hidup, Kondisi demikian akan
memberikan dampak khusys pada setiap kepfatan maupun usaha yang dapat
menimbulkan dampak penting terjadinya pencemaran  dan/atau  perusakan
ngkungan hidup. Betapa beruntungnya jika suatu kepiatan menimbulkan
pencemaran tetapi tidak ditindak langsung dikenakan sanksi administrasi maupun
sanksi pidana, karena masih terdapat kesempatan untuk melakokan perubahan
kondisi yang sedanp, tercemar. Keadaan inilah yang menjadikan penegakan sanks
administrast tidak dapat dyalankan. Padahal, dalasa sanks: administrasi tidak
lertuang tindakan pembinaan dan pengawasan. Langkah penepakan hukum
kingkuapan kepidanaanpun sangal lerhambat dan keaktifan para aparat kepolisian.
Peavkiran delik lingkungan adalah delik advan {(Hachedelichten) masih menjadi
acuzn yang tennstiusional akibal pemikiran Wakapolda Jatim tahun 2000
Berdasarkan hasil wawancara di iapangan, ditemukan pemberitakuan tentang
mckanisme penangkapan dan penyidthan kasus pencomaran bngkungan hidup
yang bahwasannya dalam melakukan penyidikan kasus fingkungan dibraruskan
adanya adwan alau laporan dari warga masyarakal yang tlerkena  damipak

pencernaran Jingkungan hidep maopun keaktifan dari dinas lingkungan hidup
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maupun Happedal untuk memberikan informasi mengenai telah terjadinya
rencemaran lngkungan hidvp. Selain Hu, adanya kereszhan warpa masyarakat
Juga memilikt faktor penting dziam menanggapi dan menangant kasus lingkungan
hidup.

Pemikiran di atas terhadap delik lingkungan schagai delik aduan
merupakan pemikiran yang tidak oemiliki kejiwaan dan kepekaan akan ilmu
hukwn hagkengan. Perlu dongaf, masyarakat hanya meniliki hak atas linghungan
hidup yang baik dar schat hukan hak untuk mengadu ataw melapor telah terjadi
pencemaran dan perusakan fingkungan hidup di sekitar warpa masyarakat.

Iika mengambil langkah sepeni negara-negara maju, penegakan hukum
lingkungan menjadi titik utama dalam menangani permasalahan-permasalahan
vang sedamg terjadi pada negam-negara maju lersebut. Cermali metoda Jepang
dalam menagpulang tegadinya penvemzran dan mengungkap kasus lingkungan,
Lari perbandingan yang telah terjadi, masih belum dapat ditkui: dengan pola pikir
apatal penegak hukum lingkungan di Indonesia, Terbukn dalam mepgungkap
pencemar Toluk Boyat di Sulawesal Utara.

Pencemar dan perusak dingkungan hidup seolah-olah tidak senndentifikasi
aleh para aparat penegak hukum lingkungan. Hutan, udara, air, hingga tanah
mulai tercemar dan rusak dengan tidak menimbuikan korban, meskipun banyak
korban yang mengalami kesakitan dan mengeluh. Masyarakat lapisan keeil hingga
lapisan atas tidak menghitaukan permasalahan pencemaran danfatsu perusakan
lingkemgan. Jiwa ekologia masyarzkal telah pupah dari peradaban ekologia

nusaniars,
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Drari data yang telah diperoleh dari Bappedal Daerah jawa Timur,
memberikan pengungkapan kasus-kasus lingkungan yang tefah terjadi di tahon
M4 hingga vanp sedang dalam proses penanganan di tahun 2003 hingga
sekarang. i bawah ini adatah daftar kasus lingkungan yang 1zlah terjadi di tahen
2004 mnpga tahun 2005, yakni:

TABEL 4
Kasus Lingkungan Hidup di Jawa Timur

Jumnlah peocermaran

No, [ Tahun | danfalau porusakan Tindak lanyut
WU el 4. SRS I W
1 2004 13 kasus 4 kasus menctapub ke tingkat porsidangan

dan 2 kasus ielah divonis, sodanphan 11 kasus
lainnya rmasih pada tingkat penyidikan
Polwillabes Surabaya dan POLDA Jatim
2 205 13 kasus 12 kasus scdanp menjalani proscs payyidikan
Jtﬂr.h POIHLIIA Jatim dan | kasus tidak diproses,
POLDA Jniy

!
Gata: Mappedat Distrak Jowa Timer

——— . —— e _|

Mengaman data kasus lingkungan hidup di atas, proses penvidikan oleh
POLIYA Jalim tetah ditaknzkan dan merupakan langkah awal unmuk menerapkan
sanksi pidana, Pran tahap penyidikan, kasus lingkungan tidak hanya cukup
berhenti sampai tzhap itu saja melainkan hanis melalui proses pemeriksaan
lapangan hingga tahap persidangan, Padzhal dalam melakukan penyidikan harus
terdapat bukti permulaan yang cukup. Bukti daiam kasus kejahatan lingkuspgan
hiduj adalsh pangkal tolak uptuk mengungkap pelakv dan swmber pencemar atau
perusak lingkungan hidup.

Dari 15 kasus yang sedang ditangani di tahunr 2004, hanya 4 yang sudah ke
tingkat persidanpan dan hanya 2 kasus telah di vonis. 1 kasus divoms pidana

denda Rp. 1.0W0.000 subsidair T hulan kurungan dan T kasus lagi hanya divonis
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pidanz denda Rp 500.000. Ha! i membuktikan babwa kejahatan lingkungan
hidup merupakan kejahstan vang cukup rumit dan membutuhkan kejelthan para
aparat penegak hukum dalam membuktikar adanya pencemaran danfatau
perusakan lingkengan hidup.

Jika dalam data Bappedal Daerzh Jawa Timur memberikan i(nformas
kasus hnghktingan hidup banyak yang sedang menjalani tingkat penyidikan, T
bawah ini adalah korelasi alas data dan Bappedal Dzerah Jawa Timur terhadap
kasus lingkungan hidup yang sedang ditangani oleh POLDA Jawa Timur:

TABEL 5
Data kasus Linglkungan yang dilangani POLDA Jawa Timuor

Jumlah kasus

Na. | Tahun lingkungan hidup Keterangan
I 2004 18 kasus 7 kasus mencmpub tingkat persidanpan, 1 kashs

masdh dylam proses persidangan dan & kasus
telah di vonis. Sedangkan 2 kasus masth dalam '
pemeriksiaan berkas porkara di P dan | kases
sedang pemberkasan pihak kepolisian (POEDA
faim) Sy T
2 2005 11 kasus ! kasis telah menempuh proses persidangan dan
Ielah &1 vonis, 2 kasus dalam pemenkaasn
hetkas olech TI), A kasus dslam  lakap
penyidikan, sedanpkan 2 kasus luinnya masth
pemberkasan nleh pihak kepelisian (POLDA
Jalim)

—r—

Uata: PCLLA Jgwa | imer

Terjadi perkembangan atas penanganan kejabatan lmgkungan adup oleh
pibak kepolisian (POLDA Saliim). Jika Bappedal Daerah Jawa Toour memberikan
informasi di tahun 2004 (elah tegadi 15 kasws lingkungan hidup, terdapat
berlainan miormast dari pihak POLDA Jatimo, Hanya 10 kasus lingkungan hidup
yang sedang ditasgam di tahun 2004, Akan tetapi terdapat perubahan dalam ahap
persidangan, & kKasns lingkungan hidup telah divons dan T kasps masih dalam

tahap persidangan.
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Dralam melakukan penanganan, pihak POLDA Jatim terbatas pada kasus-
kasus lingkungan yang besar. Disamping iy, terdapar pemisaban penanganan
perkara lingkungan hidup. Dalam pertode terakhir maupun sebelumnya, kasus
yvang ditangant hanya kasus pencermnaran air. Pencemaran udara mauspun tanah
masih dalam faraf kesulitan untuk membuktikan adanya pencemaran danfatau
perusakan. Pembukttan dalam pencemaran afr teluh mendapal kemajuan dengan
adanya kesatvan laboratorium yang digonakan dalam menganalisa sample yang
diambil di lapangan. Dengan demikian terdapat kemungkinan adanya kesamaan
persepsi atas hasil labomatorium, Hal terselzst akan memberikan basid yang
signifikan, tidak seperti halnya kasus pencemaran Teluk Buyat vang menimbulkan
banyzk persepsi atas basil sample yang diamhbil dari pihak MENLH maupua
POLRI.

D: dalam melakukan pemgolahan dan penentuan atas terjadinya
pencemarzn, pithak POLDA Jatim terhambat oleh penginterpretasian  norma
hukumn yang terdapat di dafam ULJPLH. Pasgal 43 UUPLH merupakan hambatan
dalars menginterpretasikannya. Selain itu, pencantuman asas subsidiaritas
merupakan hambatan vang sangat normatif dalam bertindak atas terjadinyz
kejahatan lingkungan hidup.

Pada dasamya, pemjelasan umum suaty peraturan pernndang-undangan
bukan scbagai norma hukamn. Deagan demikian, jika asas subsidiaritas melekat
pada penjelasan ummum UUPLH hanyz sebagai bagisn wmum atas rangkaian
penjefasan dan tidak memiliki kekuatam hukum yang mengikal dan hanya bersifal

umum. Akan tetapi terdapat salah peoafsiran makna asas subsidiaritas. Terbukil
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dengan dikelvarkannya Surat Jaksa Apung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:
B-60/E/Ejp/D1/2002 perihal: Pedomar Tenis Yustistal Penanganan Perkara
Tindak Midana Langkungan Hidup. Surat tersebut menginstruksikan  dalam
menangam  perkara kejzhatan  lingkungan hidep diharuskan  memperhatikan
penerapan asas subsidiantas. Hal im membertkan dampak secara institusional ke
bawah hingga menyamping. Aparat penegak hukum lingkungan kepidanazn
khususnya Polisi dan Juksa akan terpengaruh terhadap surat jaksa agung tersebut.
Peregakan hukum fingkungan kepidanaan menjadi tergantung oleh penerapan
asas subsidiaritas. Bahwasannya dalam meiakukan pencgakan hukum lingkungan
terdapat 3 (tsga) sarana hukum. Ketiga sarana hokum tersebut mewmberikan
pcmiszhan dalam melzkukan penepakan yang disesuaikan dengan bidang ilmu
hukumnya masing-masing dan diterapkan secara mandini dalam artian trdak
tereantung pada penepakan sarana hukum yang lainnya. Dhari surat edaran yang
dikeluarkan oleh Jjaksa Agunp Muda Tindak Pidana lmum ditujukan agar
permasalzhan lingkungan hidup dapat diselesaikzn denpan cara preventif tidak
ditepakan secara langsunyg dengan sifat represif, Dengan demikian, penyelesaran
perkara lingkungan hidup dapat cepat sclesai dan kondisi lingkungan akan cepat
pulik kembali. Sehingga faktor situasi dan kondtsi lebih didahuluskan.
Penyelesaian  permasalahan  lingkungan hidup tidak  hanva cukup
menerapkan 1 (satu) sarana bukum szja. Sarana hukum administrasi, pidana, dan
perdata dalam pencpakan bukum hingkuongan berdin secara mandin. Tidaklah
disatukan dalam melakuvkan penegakan hukum (Meh karena ilu, penpembangan

asas subsidiaritas iidak relevan dan dinilai mencampuradukan anlara penecgakan
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hukwo iingkungan admnisirasi, kepidanaan, dan keperdataan. Disamping itu,
penerapan sanksi pidana yang tettuang di dalam Pasat 4145 LDUPLH menjadi
terhambar. Asas wltimum remedinm lebih mengedepan dalam penegakan hukun
pidara darpada membust paradigma baru dalam pengpunaan sanksi pidana
dengan asas primum remedinm,

D Belanda, hukum bngkengan kepidanaan dalam penerapan sankst pidanz
yang dikenakan terhadap pencemar lingkunpan teiab berpeser dan nftimum
remedium menjadi  instrurnen  penegak hukum vang utama atau primum
remedium.”!

Kondisi praktis lebih memberikan nilai kebenaran atas suata teori. Dalam
pencgakan  hukom  fingkungan memberikan  penjsbaran terhadap metoda
penengakannya. Dimulas institusi lingkungan hidup hingga ke institusi kejaksaan
memberikan mekanisme penamganznnya secara berlainan tetapi  memiliki
pemikiran yzng sama di akhir. Dari Dinas Lingkungan Hidup {(DLH) kota
Surabaya dan Bappelda Jawa Timur, dalam melzkukan penegekan hukum
lengkungan szling berainan. Jika DL kota Surabaya lebih mencrapkan prinsip
pembinaan dan peapawasan dari pada langsung memberikan sankst administrasi.
Hal tersebut berlainan demgan Bappeds! Jawa Timur yang condong langsung
melakukan penyidikan dengan Pejahat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)-nya. Di
institusi kepolisian {(POLDA Jatim} dalam bemindak lanjuti kejahatan lingkungan
diharuskan adamya laporan maupun aduan sers kercsahan warga masyarakal

terlebih dabulu daripada memikiki inisiatif sendin untuk memantae dan memulai

M Siti Sumdary Rangkuti (1), op.cir h. 323
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penyelidikan kasus lingkengan. Lain mstitusi lain mekanisme penanganan perkara
lingkuangan hrdup. Di Xejaksaan Tinggl Jawa Timuor datam menangani kejahatan
linghkungan hadup srasth mengacy dan berpedoman pada Surat Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana UUmum, yang pads dasamnya beipedoman pada penerapan asas
subsidiaritas.

Dari penanganan kajahatan fingkungan vang teriadi di Jawa Timur pada
vmiemnya berpusat pada kasus-kasus kajzhatan lingkungan yang refatif besar dan
menarik publik. Oleh karena it sering meilaloskan para pencemar dan perusak
iingkungan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan kedudukan sosial uniuk
yang tinggi {white collar-crime) bag) para pencemar dan perusak lingkunpan loias
dari pemidanaan. Oleh karena itu Lennen berpendapat, bahwa sanksi pidana lebik
mempengarchi  penicemar “kecil” dan tidak begitu mengkhawatitkan bagi
perusanaan besar: Naor de mening van Van Angeren hebben de straffen geen
woldnende preventieve werking en zullen zij voorts meer kieine overireders don
de grote bedrijfen heimvioeden

Dalam bukunya: Hukwn Lingkunpgan dan Kebijakasapuan Lingkungan
Nasional, Siti Sindasi Rangkuti menegaskan bahwa, sampaj seberapa jaoh
ketentuan sanks: pidana dalam Pasal 41-48 ULJPLH dapat berlako efektif sebagmn
upaya penanggulangan pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup?”
Penerapan sanksi pidana Pasal 4148 UUPLH ierhadap penyeicsaian perkara

kejahatan lingkungan semakin banyak menuntut pemikizan aparat penegak hukum

2 rbid al, 325

B reid.
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lingkungan keptdangan. Dani perbadingan di Jepang, bahwasanoya ketentuan
pidana terhadap kasus pencemaran hngkungan hampar hdak pernzh diterapkan gt
Jepang, karena hambatan terhadap pengusutan dan penguasa condong untuk
mengunakan cara bimbingan dan penyuluhan:

Bespite s inentiveness, the low Jor the Punishment Crimes Relaring ro

Lrvironmenial Pollurion, (ke criminal provisions in other stuatuies. hoy

been scldom wsed,

One reasony is that referral of o poffution cave o the procurdey is

unaltractive  from  the admiristration’s  perspective.  Generally

celminisirators belivwe thar guidunce iy a more gfective and flexible toof

than a clumsy, lengthy eviminal triof ™

Paida umumnyz setiap peraturan pemundang-undangan tingkonpgan yang
sifatnya administratil’ mengandung sanksi pidana untuk mencpakkan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Alas dasar milall sanks pidana seyopanya diterapkan
denpan sarana hukum yang tersedia dan tidak scbapai pandanpan yang sempit
dengan menerapkan sanksi pidana permasalahan akan semakin kompieks. Belum
diterapkan sanksi pidara sudzh menjadi permasalaban yvang sangat kompleks dan
rumit untuk tertpkan. Jtka menganot asas legalitas yang, terluang pada Pasal |
KUHP, tiada suatu perbuaten tidak dipidana kecualh berdasarkan kekuatan
ketemtuan perundang-umdangan pidanz vang telah ada. Dengan memperhatikan
dan mengacnu pada Pasal ] KUHP tersebut, perbustan yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dilarang dan dapat
dikenai sanksi ptdana peraturan perundzng-undangan lngkungan hidup.

Dari serangkaian kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia, beium

memmjukkan akst wopud nyata yang konkrt terlebib lapn pada pencgakan hukum

M rbid, b 324
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lingkungan keptdanaan dalam menerapkan sanksi pidana yang terdapat di
peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Terdapat faktor penghambat
dalam menerapkan sanksi pidana di kalangan aparat penegak hukum lingkungan
kepidanaan. Diantaranyz dalam membuktikan adanya dugzan pencemaran
danfatau perusakan lingkungar hidup, penafsiran norma hukum yang bersifat
umum dan bersifat melarang hingga pengimplementasian asas subsidiantas,
Selain itu, kurangnya memahami dan mengenti terbadap penepakan hukum
lingkyngan beserta sarana hekumnya. Oleh karena itu, di dalam prakteknys sering
mendahnlukan sarana hukum fain daripada menggunakan sarana hukam pidana.
Sehingga menimbulkan keterlambatan dan  kekurangtanggapan terhadzp

permasziahan lingkungan hidup.

3 Apalisa Kasay Peacemaran Limbah Cair ke Media Lingknngay

Hidup Tanah (Pafasan No. 40%Pid B/2004/PN. Kah. Pasarnan)

Sanksi pidana dapatlah dikatakan smampo diteraphan, [ika sanksi pidana
tersebut berfungsi dalam penerapen hukum dan penegakan hukum. Dalam
penerapan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dapatfair dianalisa dalam
kasus linglkwngzn hidup yang telah terjadi di Xabupaten Pasuruan, yakni
pencemarzan limbah cair ke media tanah yang telah dilakukan oleh PT. Liman Jaya
Anugerah. Pada tanggat § November 2004, Majelis Hakim Peogadilan Negen
Kabupaten Pasuruan di Banpil memeriksa dan mengadili perkara pidanz biasa

pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pidanz denda sebesar
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Rp. 5.000.000.- (ima juty rupiah) sobsidair 3 {(liga) bulap kuropgan terhadap
Terdakwa Haryono l.iman.

Putusan  Majetis Hakim di  atas didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yvang mengemuikakan bahwa Terdakowa telak
terbuki: bersalah melakukon pencemaran. Selain itu, dalam persidangan tidak
ditemukan keadaan-keadzan yang dapat dipergunakan sebagai alasan peinaaf
ataupun alasan pembenar terdakwa, sehingpa harus bertanpgunpjawab atas
perbuatannya,  Selain  pertimbanpan  tersebut, Majetis Hakim  juga
mempertimbangkan pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan yang dintai
saling berkaitan, berhubungan, dan hetsesuaian saty zama lainnya Qleh karena
itu, Majelis ITakim dalam mempertimbanpgkan sclalt memperhatikan dakwaan
mampnn ntutan Jaksa Penontwt Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penontut
Uimum mendakwa Haryono Limar dengan menggunakan Pasal 43 jo. 20 ayat (1)
U No. 23 Tahun 997 fentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena
kuzhtas Nmbah cair yang dihasilkan oleh PT. Lirnan Jaya Anugerah tidak
memenhi bake mute limbah cair bendasarkan Keputusan Gubernur Noe. 45 Tahun
2002. Dengan demikian parameier meleibihi bake mutu yang telah diletapkan
baik karena sifat dan atau konscentratnya dan atau jumlabnya secara langsung atau
tidak langsung dapat mencemarkan dan atas merusak lingkungan hidup dan atau
dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungas hidup manusia
atau mahkluk hidup Jainnya karena cairan Hmbah yang tidak terkontrol. Sclain itu,
Terdakwa Haryono Liman 1elah melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-

sumber air tanpa izin dari Gubernur sespal dengan syarat yang ditetapkan. Dengan
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demikian, pembuangan limbah yang dilakukan oleh Saksi Sutino dengan imbalan
Jasa sckali angkut Rp. 150.004),- (seratus lima puluh rtbu rupiah} tanpa izin dao
instanst yang berwenang, sehingga limbah cair tersebut meresap ke dalam tanah
dengan tidak terkontrol menuju berbagai sumber-sumber arr di dakam  tanah dan
karena sifatmya dan atau konsentramya dan atau jumlahnya secara langsung tidak
aiau tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak {ingkunpan higup. Oleh
karena itu, Jaksa Penyntut Umum mendakwa dengan menppunakan Pasal |7 ayat
{1} Perda Prop. Jatim: No. 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pecemaran Air di
Jawa Timar,

Malam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan
menppgunskan Pasal 17 ayat (1) Perda Prop. Jatim Na, 5 Tahun 2000 tenting
fengendafian Pecemaran Air di Jawa Timur dan menjatnhkan pidara terhadap
Terdakwa Faryoro Liman dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta
tugnah) subsidair 4 {empat) bufan kurungan. Atas dasar dakwaan besenta tuntutan
Jaksa Penuntut Umnum tersebut, Majelis Hakim menimbang perkara tersebut untuk
febth menggunakan ketenfuan pidana atau sanksi pidana yang terdapat di loar
UUPLH dartpada yang terdapat di dalam UUPLH. Jika dikaji secara keseluruhan,
Haryono Liman selaku Direktur TT. Liman Jaya Anugerah dibebani
tanggungjawab atas scgala perbuatan yang torjad: dan dilakukan olch angpota
perusahzannya meskipun yang mclakukan adalah para pekeanya seadin. Heram:
pemimpin pernsahaan dianggap tahe terhadap semua kegiatan yang difakukan
oleh pekerjanya. Terlebih lagn pekerjasnnya yang dilakukan oleh PT. Lunan Jaya

Anugerah mengandong resike linggi terhadap linghungan hidup sekitarmya akibat
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limbah cair yang dihasilkannya. Perlu diingat, Sutirte selaku sopir PT. Liman Jaya
Anugerah melakukaa pembuangan limbah caic ke media tanah tidak mendapat
persetujuan dari Haryeno Liman selako Direkter P12 Liman Jaya Anugerah. Pada
mulanya PT. Liman Jaya Anupgerah juga perstah melakukan pembuangan iimbah
carinya ke media lapangan sekitar perusahaan dan sengai sekitar perusahaan.
Kepiatan tesebut mendapat respon dart masyarakat sekitar, Masyarakat mermnia
untuk pembuangan limbah catr dikentikan, usaha masyarakat lelah disepakati oleh
kedus belzh pihak, PT. Liman Jaya Anugerah tidak lagi membuang limbah cair ke
areal sekitar perusauhaannya, (Heh sebab itu, Haryeno Liman Menyuruh Sutirto
untuk mengangkut limbak cair ke trik tangki dengan upah Rp. ES0.000,- (sratus
fram puluh ribu} sekali angkst Haryono Limar tidak memberikan petunjuk
tempat dan letak pembuangan fimbah cari tersebut =charusnya dibuang. Dalam
persidanpan Sutirio sebagai Saksi. Jika mengamati dan mencermati pemertksaan
saksl denglan secara rinci, seharusnya Sutirto patut ikut menjalani hukuman dan
mendapat sanks? pidane oleh karena perbuztannya dinilat alpa. Dizamping itee,
Pazal 55 dan 58 K1NIP dapat dijadikan schbapat acuan dalam menghukum
terdakwa Haryone Liman beserta Sulirto. Haryno Liman sebagai orang yang
mcnyurubh lzskukan perbpatan dan Sutirto sebagai pembantu datam melakukan
perbuatan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan {BAF} Xepolisian, Sutifie mengak i
perbuzatannya dan tidak mengerti fika yang dilakukan dapar menyebabkan terjadi
peneemaran dan peruszkan lingkungan hidup. Pengakuan scperti int 1ak patui

untuk dijadikan sebuah alasan pemaal maupun alasan pembenar,
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Fungsionatisasi sanksi pidana dalam UUPLH belum dapar dialankan
terkadap kasus pencemarag limbzh cart ke media tanah yang dilakukan oteh P11
Liman Jaya Anugerah terhadap putnsan yang dijatuhkan Majelis Hakim yanp
memeriksa dan mengaditt kasus tersebwut. Terlebih lagi Majelis Hakim dalam
menjatuhkan putusan tidak membuvat analisa secara yuridis ternadap ketentuan-
ketentuan pidana yany drdakwakan dan dituntutkan cleh Jzksa Penuntut Umum.
Obyektivitas terdakwa menjadikan pedoman untuk memilih sanksi pidana vang
patut dijatuhkan terhadap terdakwa. Choise of sanction lebib menitikberatkan
Majelis Hzkim dalam menjatukkan perkara pencemaran limbah cair ke medta
tanah oleh PT. Liman Jaya Anugerah. Selnin itu, penilaian suaty perbuatan
pencemaran sangat menentukan untuk mencrapkan sanksi pidana yang tendapat di
dalam UUPLH. Jika pencemaran yang dilakukan mefebihi ambang bates bako
mutu zir iimbah, maka yang digunakan adalah sanksi pidana dalsm Perda Prop.
No. 5 Tahun 2000. Sebaliknya, jika yang terjadi mefebihi baku mutu ambient air
dapatlah digunakan sanksi pidana dalam UTUPLH.

Pemahaman hak atas lnghunpan hidep yang batk dan schar tidak
menjadikan pedoman unhik menjatuhkan putusannya. Selain rtu, pemahaman atas
perkara  lipgkungan bidup bukan prioritas hakim di  Indonesia. Terdapat
keccenderungan adanya kurangnya ilmu lLingkungan pada Majelis Hakim yang
mermutuskan perkara tersebut. Asas subsidigritay yang terdapat di dalam
penjelasan umum UUPLH dimungkinkan olch Jaksa Penuniut Umuem digumakan
scbaga acuan dalam menangani perkam tersebit. Dalam penelitian yang dikaji

cleh penulis 1erthadap Jaksa Remne Wulandaru, 5.H., yang bertindak selakua Jaksa
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Pacuntt Umum perkara pencemaran yang dilakukan oleh PT. Liman Java
Anugerah, Jaksa tersebut lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat
sekitar. Bukan atas dasar penerapan sebuah zanksi pidana, sehingga yang
dijadikan pedoman adalah Surat jaksa Agung tersebut. Bahkan Jaksa Pepuntut
LUmum tersebut juga mengakui keberadzan dan keskakralan Surat Jaksa Apung
terschut.

Jika mengka)i secarz yueidis, Kekaatan sankst pidana yang terdapat dalam
Pasal 43 UUPLH coukup memberikan arti peating. Dalam Pasal 43 UUPLH
disebutkan adanya kesengajaan membuang zat energi atau komponen lain yang
berhahaya atau beracur masik di atas atau ke dalam tanah diancam dengan pidana
perjara paling banyak 6 {enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.060.000,
{tiga ratus juta rupiah). Haruslah dimaklumi atas keteniwan ancaman pidana
ersebut, tidak adanya batasan minimal yang dapal memberikan ruang perak
terdakwa antuk mendapat putusan yang seringan-ringannya. Pasal 43 UUPLH
memberikan pemikiran tethadap aparat penegak hukum lingkungan kepidanaan
sniuk menjerakan dan memberikan nestapa semaksimal mungkin yang dimjukan
lerpidana dalam menjalani putusannya untek merenungkan  kembali  atas
perbuatan yang dilakukan bukan dijadikan hukuman badan semata. Masih teringat
konscp pidana yang cetuskan oleh Packer, sanksi pidana tidak wntuk digunakan
sccara sembarangan jika hal i erjadi dapat membahayakan semua pihak.

Putusan Nomor: 409/Pid B2004/PN. Pasuruan, vang dijatuhkan tethadap
lerdakwa Haryono Liman, Gdaklah cukup memberkan sifat jera dam nestapa

seperti ctta-cita hukum pidana sendiri, Ultimum remedizem hanya menjadikan
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wacana bukan aksi wujudryata. Lanpgkah untuk menpubah witimum remedium
menjadi prémum remedivn dalam menangani kasus lingkungan hidup hanya
menjadi cita-cita terunda yang membuat akhir ceritz sebapgai problematika

penerzpan sanksi pidana dalam UUPLH.
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PENUTLUY

Dart hasil kajian temtang problematika penerapan sanksi pidana dalam
peraturan perundang-undangan hngkungan tudup, dapatlah ditank simpulan dan
dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

L Kesimpulan

a  Sanksi pidana yang tercantwm di datlam UU No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidop bersifal mepresif. Sehingga
pengaturanmyn digunakan secara praktis dalam menangani tindak
pidana lingkungan hidup.

b. Di dalam penerapannya, sanksi pidana tidak dapat menyelesaikan
pencemaran dan  perosskan lingkungan hidup  Sifat penjerz dan
nestapa menjadikan  pengaruh  dalam  melakukan  penerapannya.
Disamping itn, kurangnya pemahaman kebijakan lingkungan dalam
melzkukan penerapan sanksi pidana Sehingga faktor subsidiaritas
yang tertuang di dalam penjelasan umom menjadikan penghambat
terhadap aparat penegak hukum lmgkungan kepidansan. Oleh karena
itu, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan
Hingkungan tidak hanya cukup menerapkan sanksi pidana yang terdapat

di dalam 1IUJPLH.
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2. Suran

d.

Hukum Pidana dalam memfungsikan dirl pada penegakan hukum
tingkungan diharuskan sebapai sarana utama (primum remoedium)
bukan sebagai sarana terakhic (stimm remedium);

Environmenial  policy (kebijakan lingkungan) haros  memegang
peranan penting dalam penerapan sanksi pidana dalam U No. 23
Tahun 1997 tentang Penpgelolaan Lingkungan Hidup, agar sanksi

pidana dapat diterapkan dalam emviranmeial law enforcement

(penegakan hukiem lingkungan).
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